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RINGKASAN

Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Jasa
Pencucian Lokomotif Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember;
llona Asteria, 140903101006; 2017: 55 halaman; Program Studi DIIlI Perpajakan;
Jurusan llmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk memperoleh
pengalaman kerja tentang pelaksanaan administrasi khususnya kegiatan perpajakan
pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja
Nyata ini dilakukan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember pada
tanggal 15 Maret 2017-17 April 2017. Objek yang diambil adalah Pajak Pertambahan
Nilai dibebaskan atas Pencucian Lokomotif.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) Meliputi : a). membantu penginputan
faktur pajak pada e-faktur, b). mempelajari unsur-unsur terkait dengan Pajak
Pertambahan Nilai dibebaskan. Fasilitas pembebasan yang diterima PT.Kereta Api
Indonesia (Persero) dalam penggunaannya terlebih dahulu harus mengajukan kepada
DJP. Setelah mendapat keputusan pembebasan, selanjutnya untuk objek Pajak
Pertambahan Nilai Dibebaskan tidak perlu menyetorkan pajaknya ke kas negara serta
tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan menggunakan SPT ke KPP setempat.
Bentuk Pelaporan yang dilakukan hanya sebatas menginput data ke dalam e-faktur.

Prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan pada PT.Kereta
Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember telah sesuai dengan prosedur, dengan

kewajiban perpajakan sebagai pemungut, penyetor dan pelapor.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan serta kemandirian bangsa merupakan harapan di setiap negara
manapun. Harapan tersebut bukan sebatas terdapat pada negara berkembang,
melainkan pada negara maju seperti Amerika Serikat terus mengusahakan kemajuan
serta kemandirian untuk negaranya. Salah satu tonggak penilai ukuran kemajuan serta
kemandirian bangsa terletak pada kesejahteraan masyararakatnya. Atas dasar itu,
pemerintah selalu mengusahakan pembangunan di sektor perekonomian sebagai salah
satu sasaran utama pembangunan nasional. Tentunya pengharapan berupa
perekonomian yang stabil dan baik tidak dapat diperoleh dengan mudah, melaikan
membutuhkan proses yang panjang.

Untuk melaksanakan tujuan pemerintah dalam memujudkan perekonomian yang
stabil serta mandiri, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan
masyarakat. Salah satu sumber pendapatan yang diperlukan partisipasi langsung
warga negara dalam pelaksanaannya adalah Pajak.

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Strategisnya penerimaan pajak bagi pemasukan anggaran negara diliat dari porsi
pajak yang menyumbang 85% bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Berikut postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada
tahun 2016:
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Tabel 1.1 Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016

(dalam triliyun)
A. Pendapatan Negara 1.822,5
I. Pendapatan Dalam Negeri 1.820,5

1. Penerimaan Perpajakan 1.546,7

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 273.,8

II. Penerimaan Hibah 2,0

B. Belanja Negara 2.095,7
I. Belanja Pemerintah Pusat 1.352,6

1. Belanja Kementrian/Lembaga 784,1

2. Belanja Non Kementrian/LLembaga 5414

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 770,2

1. Transfer ke Daerah 723,2

2. Dana Desa 47.0

Sumber : Informasi APBN 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 1.546,7
triliyun, termasuk perolehan kepabeaan dan cukai sebesar Rp. 186,5 triliyun. Pajak
terbukti menjadi primadona penyumbang APBN hingga saat ini. Oleh karena itu,
pemerintah terus berusaha melakukan perbaikan sistem serta pembaruan peraturan
perpajakan dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan dari sekor pajak.

Pajak dianggap sebagai penyumbang APBN terbesar sampai saat ini.Salah satu
sumber pajak adalah pajak yang dipungut dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaa secara langsung yang berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun jenis pajak yang dapat dipungut dari
BUMN ini sendiri adalah Pajak Penghasilan atas Pegawai, Pajak Pertambahan Nilai
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(PPN) serta Pajak atas Bumi dan Bangunan atau PBB. Salah satu contoh perusahaan
BUMN adalah PT.Kereta Api Indonesia (Persero).

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang
berada dibawah naungan Departemen Perhubungan. PT.Kereta Api Indonesia
(Persero) menjalankan usahanya berdasarkan dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan
sosial. Dalam menjalankan fungsi ekonomi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
mencari keuntungan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang nantinya
laba itu akan disumbangkan ke pos penerimaan negara atas bagi laba BUMN.
Sedangkan melalui fungsi sosialnya, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) berfungsi
sebagai manifestasi pelayanan, distribusi, dan pengelolaan demi pemenuhan hajat
hidup orang banyak agar tercapai kesejahteraan.

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai peranan yang penting dalam
partisipasi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Kontribusi dalam
penerimaan pajak dapat dilihat dari Annual Report PT.Kereta Api Indonesia (Persero)
Tahun 2015. Berdasarkan Annual Report PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun
2015, dapat diketahui pajak dibayar dimuka yang dibayarkan perusahaan untuk Pajak
Penghasilan adalah sebesar Rp. 13.926.757 sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Rp.
60.851.664. Pajak dibayar dimuka ini merupakan pajak yang nantinya dijadikan
pengurang untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahun dan untuk
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulannya.

Jenis pajak yang menjadi objek pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero)
diantaranya adalah Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak
Penghasilan pasal 23, Pajak Bumi dan Bangunan dan salah satunya adalah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Annual Report 2015 PT.Kereta Api Indonesia
(Persero) diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada
PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai sumbangan yang besar untuk
anggaran pemasukan negara.

Menurut  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor

85/PMK.03/2012, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
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Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan
atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu
dipungut, disetor dan dilaporkan oleh badan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan
sistem perpajakan secara khusus, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) berperan sebagai
Wajib Pungut (WAPU) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wajib Pungut
(WAPU) adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri
PPN/PPnBM atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak.

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Wajib Pungut (WAPU) diwajibkan
untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam
ranah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dikenal pula istilah PKP Rekanan. PKP
Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemilihan rekanan untuk diadakan kerjasama dengan PT.Kereta Api Indonesia
(Persero) dilakukan dengan sistem tender, dimana berdasarkan kesepakatan harga
akan dipilih perusahaan yang penawaran harganya paling rendah. Setelah perusahaan
terpilih, dilakukan validasi oleh PT.Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memastikan
kebenaran dari perusahan tersebut. Proses validasi selesai, selanjutnya dapat langsung
dibuatkan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) atau kontrak kerja dengan pihak rekanan
atas objek pajak tersebut.

Proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api
Indonesia (Persero) dimulai dari pembayaran atas penyerahan Barang Kena
Pajak/Jasa Kena Pajak oleh rekanan yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan
keluarnya tagihan dari pihak rekanan kepada PT.Kereta Api Indonesia (Persero).
Untuk memastikan hasil kerja dari pihak rekanan, dilakukan kegiatan pemeriksaan
oleh unit terkait PT.Kereta Api Indonesia (Persero). Pemungutan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) menganut self assessment

system, merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berperan aktif
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dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dalam
perhitungannya, jumlah pajak yang harus dipungut oleh PT.Kereta Api Indonesia
(Persero) adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setelah dilakukan
perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT.Kereta Api Indonesia (Persero)
wajib menerbitkan bukti potong atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa formulir
A13 A/A13. Setelah perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dan
keluar bukti potong, selanjutnya PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dari masing-
masing Daop menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke bendahara kantor pusat
untuk selanjutnya bendahara menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke bank
presepsi maupun kantor pos yang di tunjuk yaitu melalui Bank BNI menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP). Setoran pajak atas nama pemotong pajak oleh bendahara
kantor pusat di stasiun lingkungan. Selanjutnya proses pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dilakukan oleh masing-masing Daop ke KPP setempat dengan
menggunakan SPT untuk satu masa pajak.

Transportasi perkereta apian merupakan salah satu mode transportasi penting
dalam melayani pergerakan baik penumpang maupun barang. Kereta Api merupakan
transportasi yang dapat memuat penumpang maupun barang dalam jumlah besar,
selain itu kereta api memiliki jalur sendiri sehingga terbebas dari kemacetan dan
resiko akan keterlambatan yang kecil. Karena keunggulan yang dimiliki kereta api
inilah, pemerintah memberikan dukungan perkembangan mode transportasi ini
berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan
Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang
Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Dukungan pemerintah pusat berupa
pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada perkeretaapian Indonesia
dapat dilihat dari Kebijakan pembebasan PPN atas kereta api, suku cadang, jasa
perawatan dan pemeliharaan berikut sarana prasarana kereta api diatur di dalam
Penjelasan Pasal 16B huruf i, yang menyebutkan bahwa kemudahan perpajakan dapat

diberikan dalam rangka mendorong pengembangan armada nasional di bidang
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angkutan darat, air, dan udara. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Pemerintah nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38
Tahun 2003.

Sebagai contoh dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan adalah Pajak
Pertambahan Nilai atas jasa pencucian lokomotif. Objek pajak berupa pencucian
lokomotif dipilih karena, jasa kena pajak ini dapat dikatakan familiar atau sering
dilihat secara langsung di lingkungan stasiun. Selain itu banyak yang belum
mengetahui bahwa jasa pencucian lokomotif ini termasuk dalam objek Pajak
Pertambahan Nilai, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan. Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pencucian lokomotif adalah pajak di pungut dari
pihak ketiga atas jasa pencucian lokomotif. Dalam hal ini PT.Kereta Api Indonesia
(Persero) bekerjasama dengan PT.Putra Anjasmoro Mandiri dalam kegiatan
pencucian lokomotif. Atas jasa pencucian lokomotif termasuk dalam jasa perawatan
yang diberikan fasilitas pembebasan, ini berarti PT.Kereta Api Indonesia (Persero)
tetap berperan sebagai pemungut tetapi tidak perlu membayarkan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) terutang. Sedangkan untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dibebaskan, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) hanya melakukan pelaporan berupa
input faktur melalui e-faktur tanpa melaporkan SPT ke KPP setempat. Dalam
Laporan Tugas Akhir ini akan di bahas lebih mendalam mengenai Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dibebaskan dan atas penjelasan singkat diatas, maka Laporan Tugas
Akhir ini penulis beri judul: “TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS JASA PENCUCIAN
LOKOMOTIF PADA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9
JEMBER”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yang

akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tata cara pengajuan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dibebaskan atas jasa pencucian lokomotif pada PT.Kereta Api Indonesia
(Persero) Daop 9 Jember?

2. Apakah pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan sudah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1. Tujuan
a. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam
dunia kerja.
b. Mengetahui dan memahami pemotongan pajak yang ada pada PT.Kereta
Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.
2. Manfaat
a. Melatih diri untuk siap terjun dalam dunia kerja.
b. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam
dunia kerja.
c. Memperoleh pengetahuan tentang sistem pemongutan pajak khususnya
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan pada PT.Kereta Api Indonesia
(Persero) Daop 9 Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan

ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Mardiasmo, 2016:3)

Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak memiliki
unsur:

a. luran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan
undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
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2.1.2  Fungsi Pajak
Pajak memiliki peranan yang penting di kehidupan kenegaraan,khususnya dalam
pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara tersebesar yang
digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara khususnya pengeluaran untuk
pembangunan. Berikut adalah fungsi pajak :
Ada dua fungsi pajak, yaitu:
a. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber penganggaran bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya.
b. Fungsi Mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaanpemerintah
dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh:
1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman kera untuk mengurangi konsumsi
minuman keras.
2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi
gaya hidup konsumtif.
3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia

di pasaran dunia.

2.1.3 Pengelompokan Pajak
Pengelompokan pajak dilakukan berdasar karakteristik masing-masing jenis pajak.
Menurut Mardiasmo (2016:7) penggelompokan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:
a. Menurut Golongannya
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain.
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Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya,
dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya,tanpa memperhatikan
keadaan diri Wajib Pajak
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

¢. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dan Bea Materai

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh:
Pajak Daerah terdiri atas:
a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran,dan Pajak

Hiburan

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung
besarnya pajak seseorang. Guna menciptakan keteraturan dan kemudahan dalam
melakukan aktivitas perpajakan, maka pemerintah menerapkan beberapa tata cara
dalampemungutan pajak. Ada 3 cara pemungutan pajak, yaitu: Mardiasmo (2016 :8)
a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
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1) Stelsel Nyata (riel stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada objek
(penghasilan nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini
adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah
pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil
diketahui).

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun
dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak
sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak
berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun
berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.Sedangkan kelemahannya
adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang
sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran, stelsel ini merupakan campuran kombinasi antara stelsel
nyata dan stelsel anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung
bedasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut
kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak
harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta
kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal), adalah suatu sistem pemungutan yang
member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
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3) Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu
negara.
Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2016:9) dijelaskan sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3

yaitu :

1)

2)

3)

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang member
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan beasrnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b) Wajib pajak bersifat pasif.
¢) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang.

Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak

sendiri.
b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member
wewenang kepada pilihan ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pihak

ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.
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2.2 Pajak Pertambahan Nilai
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena
Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak
Pajak (PKP).

Alan A. Tait dalam bukunya yang berjudul Value Added Tax: International
Practice and Probelm (1998:4) menguraikan pengertian nilai tambah adalah nilai
yang seorang produser (apakah produsen, distributor, agen periklanan, petani pelatih
kuda pacuan atau pemilik sirkus) tambahan ke dalam nila baku atau pembelian (selain
tenaga kerja) sebelum produk baru atau jasa yang telah ditingkatkan tersebut dijual.
Artinya, input (bahan baku, transportasi, sewa, iklan, dan sebagainya) yang dibeli,
orang dibayar upah ntuk bekerja pada masukan ini dan,ketika pada saat barang akhir
atau jasa di jual, menyisakan keuntungan. Jadi, nilai tambah dapat dilihat dari sisi
aditifnya (upah ditambah keuntungan) atau sisi bentuk substruktur (output dikurangi
input).

Nilai tambah = upah + laba = output — input.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa “nilai tambah” adalah suatu
nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka
proses produksi atau distribusi barang atau jasa yang meliputi penyusutan, bunga
modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik, serta pengeluaran lain dan
laba yang diharapkan oleh pengusaha. Jadi nilai tambah dibentuk bukan semata-mata
dari kegiatan pabrikasi (pengolahan) berupa mengolah melalui perubahan bentuk atau
sifat suatu barang menjadi barang baru atau berdaya guna baru melainkan juga dari
kegiatan distribusi. Bagi pedagang,nilai tambah dapat diketahui dengan mudah, yaitu
merupakan selisih antara harga penjualan (output) dengan harga pembelian (input).
(Chairil Anwar Pohan, 2016:22)

Terlihat jelas bahwa nilai tambah bersumber dari adanya kegiatan ekonomi, yakni
terjadinya transaksi jual beli, sewa-menyewa, sistem franchising, pemberian jasa dan

kegiatan lain. Secara kalkulatif nilai tambah akan memengaruhi hasil akhir (harga
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akhir) transaksi dari suatu barang atau jasa, yaitu ditambahkan terhadap harga
perolehan.

Jadi, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada
dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang
atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. (Chairil Anwar Pohan,

2016:22)

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan nama
UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem
perpajakan nasional (tax reform) 1983. Sebagai pengganti UU Nomor 19 Tahun 1951
Drt . jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, UU PPN 1984 ini mulai
berlaku pada 1 April 1985. Dalam kurun wahtu 15 tahun sejak mulai berlaku,
undang-undang ini mengalami tiga kali perubahan,yaitu:

a. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994,mulai berlaku

pada tanggal 1 Januari 1995;

b. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000,mulai berlaku
pada tanggal 1 Januari 2001; dan
c. Perubahan ketiga dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009,mulai berlaku

pada tanggal 1 April 2010.

Dasar pertimbangan perubahan ketiga UU PPN 1984 yang dituangkan dalam
konsiderans “Menimbang” UU Nomor 42 Tahun 2009 sebenarnya lebih
menampilkan tujuan perubahan adalah:

a. lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;
b. menciptakan sistem perpajakan yang sederhana;
c. mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat

dilaksanakan secara.
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2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai
Pada awal UU PPN 1984 mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985, lebih di

tunjukan pada penyerahan BKP yang dilakukan oleh pengusaha yang

menghasilkannya (pabrikan). Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 menentukan
bahwa PPN dikenakan atas:

a. Penyerahan BKP yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan
atau pekerjaan oleh pengusaha yang:

1) Menghasilkan BKP tersebut;

2) Mengimpor BKP tersebut;

3) Mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang menghasilkan atau

mengimpor BKP yang dimaksud pada sub 1) dan sub 2);
4) Bertindak sebagai penyalur utama atau agem utama dari pengusaha yang
menghasilkan atau mengimpor BKP yang dimaksud pada sub 1) dan sub 2);

5) Menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek

dagang dari BKP tesebut.

b. Penyerahan BKP kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Daerah
Pabean dalam lingkukan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang memilih
untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Impor BKP.

d. Penyerahan BKP.

Pasal 4 ayat (2) member wewenang kepada Peraturan Pemerintah untuk
memperluas objek PPN sehingga meliputi:

a. Penyerahan BKP oleh pedagang besar dan pedagang eceran;

b. Penentuan jenis jasa atas penyerahan dikenai PPN.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini,Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1985, menentukan bahwa sejak 1 April 1985 PPN dikenakan atas penyerahan
jasa pemborong tidak bergerak, misalnya penyerahan jasa memborong bangunan atau
barang tidak bergerak lainnya misalnya kapal dengan volume 20m? atau lebih (Ps 314
KUHD).
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2.2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai pajak tidak langsung, pada akhirnya PPN dibebankan pada konsumen
akhir melalui pemungutan cara bertingkat. Namun sebelum barang dan jasa tersebut
sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkatan jalur
produksi maupun jalur distribusi. Panjang pendeknya jalur produksi maupun jalur
distribusi memengaruhi besarnya presentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen
dan tidak pula mengakibatkan timbulnya cascanding effect atau “efek pajak ganda”
karena PPN hanya dikenakan atas “Nilai Tambah atau Value Added” yang terjadi
pada setiap tingkatan jalur produksi maupun jalur distribusi. (Chairil Anwar Pohan,
2016:23)

“Nilai Tambah” adalah suatu nilai yang merupakan hasil dari penjumlahan biaya
produksi atau distribusi yang meliputi biaya gaji/upah, biaya manajemen, biaya
penyusutan, bunga modal, serta pengeluaran-pengeluaran lain dan laba yang
diharapkan oleh pengusaha.

Dengan demikian, Value Added adalah nilai yang pengusaha tambahan kepada
bahan baku atau barang yang sudah dibeli sebelum barang tau jasa tersebut dijual.

Atau dengan kata lain: harga jual dikurangi dengan bahan baku sisanya adalah
upah (wages) dan profit (keuntungan).

Value Added = wages + profit = output — input

Sebagai ilustrasi, dalam tabel berikut digambarkan aliran dari elemen cost pada

setiap tingkatan jalur produksi dan distribusi yang sekaligus memperlihatkan beban

pajaknya (fax burden).
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Tabel 2.1 Jumlah Beban Pajak (tax burden) dalam sistem VAT

LEVEL COST MARKUP PRICE VAT TAX
(USS$) (US$) (US$) 10% BURDEN/NET
(US$) PPN (US$)

Producer/Manufactuner 20.000 4.000 24.000  2.400 400
Wholesaler 24.000 4.800 28.800  2.880 480
Retailer 30.000 6.000 36.000  3.600 600
Consumer 37.000 7.400 44400  4.440 740

Total 22.200 13.320 2.220

Sumber : Buku Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai, 2016

Dimulai dari harga barang di tingkat producer/Manucfaturer sebesar US$ 20.000
hingga barang mencapai konsumen akhir melalui dua tahapan saluran distribusi
(channel of distribution), yakni Wholesaler dan Retailer, dimana pada setiap unit
tingkatan/level terdapat markup sebagai tambahan berupa profit margin masing-
masing unit level dan besar markup tersebutlah yang menjadi objek PPN. Dengan
total markup sebesar US$ 22.200 dalam satu mata rantai distribusi tersebut
menghasilkan Net PPN yang menjadi beban pajak (fax burden) konsumen akhir/user

sebesar US$ 2.220.

2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif
PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
a. Ekspor BKP berwujud;
b. Ekspor BKP tidak berwujud; dan
c. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan
BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.
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Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan
kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif
Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan
tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka
pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(RAPBN). (Mardiasmo, 2016: 343)

2.2.6 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan adalah PPN yang tidak dikenakan

terhadap sektor-sektor usaha tertentu, yang dimaksudkan untuk tercapainya tujuan-

tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Terkadang bisa diartikan pula sebagai insentif atau keringanan pajak. Hal ini
menjadikan adanya pihak yang mendapat perlakuan khusus dan keistimewaan oleh
pemerintah yang dijadikan sebagai modal pembangunan negara.

Menurut Untung Sukardji (2015:651), Dalam memori penjelasan Pasal 16B
ditegaskan bahwa tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya
untuk memberikan fasilitas perpajakanyang benar-benar diperlukan terutama untuk
berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala
nasional,mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing ,
mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan
Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk
khusus untuk maksud tersebut;

b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang
perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta

kelaziman internasional lainnya;
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Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang
diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;

Menjamin tersedianya peralatan TNI/POLRI yang memadai untuk melindungi
wilayah Republik Indonesia dari ancaman ekternal maupun internal;

Menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang
dilakukan oleh TNI untuk mendukung pertahanan nasional;

Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bengsa dengan membantu tersedianya
buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang
relatif terjangkau masyarakat;

Mendorong pembangunan tempat ibadah;

Menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat
lapisan bawah. Contohnya seperti, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan
rumah susun sederhana;

Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air dan
udara;

Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang
bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;

Menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau
dana pinjaman luar negerti,

Mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi BKP tertentu yang
dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;

. Membantu tersedianya BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka
penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
Menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakan; dan/atau

Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran
perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana
transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan

orang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
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2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan
Dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai (Sukardji, 2015:667), dijelaskan bahwa

mulai 1 Januari 2001 telah diundangkan 3 Peraturan Pemerintah tentang hal ini, yaitu:

a. PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan
atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.Peraturaturan
Pemerintah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003
tanggal 14 Juli 2013 dan perubahan ini mulai berlaku pada tanggal yang sama.

b. PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor dan/atau penyerahan BKP
tertentu yang berdifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 yang
memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa
kebandarudaraan. Apabila disimak dengan cermat sebenarnya fasilitas
pembebasan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000
yang antara lain mengatur tentang fasilitas pembebasan PPN berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 yang antara lain mengatur tentang
fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhan.
Dengan demikian, maka selain diberikan kepada korp diplomatik dan perwakilan

organisasi internasional, sejak 1 Januari 2001 fasilitas pembebasan dan pengenaan

pajak diberikan juga atas impor BKP, penyerahan BKP atau JKP tertentu untuk
bidang usaha tertentu yang sebelumnya diberikan fasilitas PPN ditanggung oleh
pemerintah.

Adapun jenis BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN
berdasarkan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut: (Chairil Anwar Pohan,
2015:455)

a. Pengeluaran barang untuk transaksi tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain
dalam Daerah Pabean yang dikecualikan dari pemungutan PPN (Pasal 20 PP
Nomor 10 Tahun 2012)
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. Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya diberikan
pembebasan bea masuk, pembebasan PPN. Tidak dipungut Pajak Penghasilan
Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan/atau pembebasan cukai (Pasal
23 PP Nomor 10 Tahun 2017)

Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya diberikan
pembebasan bea masuk,pembebasan PPN. Tidak dipungut Pajak Penghasilan
Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan/atau pembebasan cukai (Pasal
23 PP Nomor 10 Tahun 2017)

. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau
Kawasan Ekonomi Khusus deberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut
PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak
Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai (Pasal 27 PP Nomor 10 Tahun 2012)
Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau
Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 29 PP Nomor 10 tahun 2012)

Tidak dipungut/dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan atau
perolehan/pemanfaatan ~ Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan
penyerahan/perolehan Jasa Kena Pajak (Pasal 33, 34 dan 35 PP Nomor 10 Tahun
2012)

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Pasal 33.

. Fasilitas Perpajakan berkaitan dengan Tempat Penimbunan Berikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009.

. Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan PPN (PP 146/2000 jo PP 38/2003 dan PP 69/2015)

Impor dan Penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan Jasa Kena Pajak
terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN (PP 69 Tahun 2015)
Pembebasan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhan tertentu
kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar
negeri (PP 74/2015)

. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang bersifat Strategis.
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1. Fasilitas Pembebasan PPN atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan
Badan Internasional serta Pejabatnya.

m. PPN Tidak Dapat Dikreditkan atas BKP yang PPN-nya Dibebaskan.

2.2.8 Faktur Pajak

Dalam pasal 2 angka 23 UU PPN 1984 dirumuskan bahawa Faktu Pajak adalah
bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat Faktur Pajak merupakan
konsekuensi dari penggunaan metode pengurangan secara tidak langsung (“indirect
subtraction method”) ketika menghitung PPN yang terutang untuk disetor ke kas
negara,yang diadopsi UU PPN 1984. Berdasarkan metode ini, PPN terutang yang
wajib disetor ke kas negara diperoleh dari proses memperhitungkan PPN yang
dibayar atas perolehan BKP/JKP dengan PPN yang dipungut atas penyerahan
BKP/JKP. Metode ini memerlukan dokumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi
kebenaran jumlah pajak masukan yang dibayar dan pajak keluaran yang dipungut.
Dokumen itu disebut Faktur Pajak. Oleh karena itu,metode pengurangan secara tidak
langsung mutlak memerlukan kehadiran Faktur Pajak. Karena itu, metode ini juga
disebut metode faktur (invoice method).

Dari definisi tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa Faktur Pajak memiliki
tiga macam fungsi, yaitu:

a. Ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP,

Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak;

b. Ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaatan BKP tidak
berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan:

1) Bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar

PPN yang terhutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar
daerah pabean yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak;
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2) Bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerimaan JKP dalam hal
pajak yang tercantum di dalamnya belum bayar;

3) Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadirann
Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat
dilaksanakan. (Untung Sukardji, 2015:321)

2.3 Akuntansi Pajak
2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah
suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan
diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran
atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak)
untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa
yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu transaksi
keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan
laporaran keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang
terkait debagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. (Eddy Supriyanto,

2011:2)

2.3.2 Pengeritian Akuntansi PPN dan PPnBM

Akuntansi PPN dan PPnBM merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan
pembelian baranh dan atau jasa yang dikenakan bajak baik PPN maupun PPnBM.
Pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, barang atau jasa ini dianggap sebagai
komoditi yang diperjual-belikan,sehingga perusahaan harus mengakui harga
perolehan berdasarkan metode akuntansi yang berlaku secara umum.

Suatu transaksi yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak selain
dipungut pajak pertambahan nilai, namun juga dipungut pajak penjualan barang
mewah (PPnBM). Berikut ini adalah jenis penyerahan Barang Kena Pajak yang
dikenakan PPnBM sebagai berikut:
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a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh
pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang

Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang harus di tempuh
sebagai syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III
Perpajakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan syarat menempuh minimal
108 SKS, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
(A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan untuk
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam dunia kerja.
Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah, badan usaha milik
negara (BUMN), maupun perusahaan swasta.

Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam pengurusan kegiatan Praktek
Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus
dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan
Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat Praktek
Kerja Nyata (PKN) atau magang seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan
perpajakan;

2. Mendatangi instansi terkait untuk melakukan pendaftaran magang serta
menanyakan syarat apa saja yang dibutuhkan;

3. Mahsiswa membuat proposal permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau
magang yang diserahkan kepada fakultas untuk mendapatkan surat pengantar
magang yang selanjutnya akan diberikan kepada instansi,

4. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar magang kepada instansi. Surat

ditujukan kepada pimpinan instansi yang terlebih dahulu diserahkan pada bagian
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dokumen. Lalu dari bagian dokumen diteruskan ke kepada instansi, dalam hal ini
diserahkan pada Vice President PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9
Jember. Selanjutnya, approval surat pengantar magang di serahkan pada bagian
SDM untuk di buatkan surat balasan.

5. Mahasiswa menerima surat balasan magang yang berisi mengenai kesediaan
instansi menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata
(PKN) atau magang. Kemudian surat balasan di serahkan kepada fakultas untuk
mendapatkan surat tugas.

6. Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari fakultas.Fakultas mendapatkan
dua surat tugas yaitu, surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang serta
surat tugas dosen supervisi.

7. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang

sesuai.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Tempat Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT.Kereta Api Indonesia
(Persero) Daop 9 Jember yang beralamat di Jl.Dahlia no.2 Parang, Jember dan
ditempatkan pada bagian Keuangan dan Pajak. Bagian Keuangan dan Pajak di pimpin
oleh seorang Asisten Manajer Keuangan dan Pajak yang bertanggung jawab kepada
Manajer Keuangan. Bagian Keuangan di isi oleh satu Asisten Manajer Keuangan dan
tiga staf untuk pengurusan keuangan dan pajak.

Pada bagian Keuangan dan Pajak mengurusi pengurusan seputar Pajak
Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak
Penghasilan pasal 4 ayat 2, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pertambahan Nilai.
Selain pajak, pada bagian keuangan dan pajak ini juga mengurusi anggaran yang

keluar sehubungan dengan kegiatan perusahaan.
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3.1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan oleh pada :

Tempat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

Alamat : J1. Dahlia No. 2 Jember Lor, Patrang, Jember

Waktu Pelaksanaan : 15 Maret 2017 — 17 April 2017

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan dari bagian Keuangan dan Pajak PT.Kereta Api Indonesia (Persero)
Daop 9 Jember, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Jam Kerja

Senin — Kamis 08.00 — 12.00 WIB
Jumat 08.00 - 11.00 WIB
Sabtu Libur

Sumber : PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 2017

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember kegiatan setiap
harinya dimulai pukul 08.00 tanpa apel pagi. Sedangkan pada hari Jumat diadakan
kegiatan rutin berolahraga seperti senam, jalan santai maupun kerja bakti yang jadwal
kegiatan setiap minggunya berubah. Adapun rincian dari kegiatan selama Praktek

Kerja Nyata, yaitu:
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Waktu Jenis Kegiatan Hasil Penanggung
Jawab
(a) (b) (c) (d)
Rabu . Perkenalan dan 1. Penempatan
15 Maret 2017 penempatan PKN pada bagian
pada PT.Kereta Api Keuangan dan  Bapak Tohari
Indonesia (Persero) Pajak.
Daop 9 Jember.
Kamis . Menginput SPT 1. Input PPh 21
16 Maret 2017 PPh  pasal 21 sebanyak 60
Pegawai Tidak Pegawai  Tidak
Tetap. Tetap PT.Kereta  Bapak Wahyu
Api  Indonesia Afandi
(Persero) Daop 9
Jember pada e-
SPT.
Jumat . Menginput SPT 1. Input PPh 21
17 Maret 2017 PPh  pasal 21 sebanyak 1150
Pegawai Tetap. Pegawai  Tidak
. Laporan SPT PPh Tetap PT.Kereta
pasal 21 Api  Indonesia
Bapak Wahyu
(Persero) Daop 9
Afandi

Jember pada e-

SPT.

. Pelaporan SPT

Masa PPh pasal
21 ke KPP
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(a)

(b)

(©)

(d)

Pratama Jember

Senin

20 Maret 2017

. Rekap Faktur 1.

. Koreksi Rincian

Anggaran Biaya

(RAB). 2.

Rekap  Faktur
Masukan  oleh
Pertamina.
Mengoreksi nilai
pada nota
tagihan dengan
lembar Rincian
Anggaran Biaya
(RAB).

Bapak Wahyu
Afandi

Ibu Siti
Chadidjah

Selasa

21 Maret 2017

Impor SPT PPh 1.

pasal 21.

Impor SPT PPh
pasal 21 Tahun
pajak 2014 masa
Januari-
Desember
Pegawai
Tetap/Pegawai
Tidak
Tetap/Pegawai

Pesangon.

Bapak Wahyu
Afandi

Rabu
22 Maret 2017

. Koreksi  Laporan 1.

pemeriksaan ~ SPT

PPh pasal 21.

Laporan
pemeriksaan
SPT PPh pasal
21

Bapak Wahyu
Afandi

Kamis

23 Maret 2017

. Koreksi Rincian 1.

Anggaran  Biaya
(RAB).

Mengoreksi nilai
pada nota

tagihan dengan

Ibu Siti
Chadidjah



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

30

(a) (b) (c) (d)
lembar Rincian
Anggaran Biaya
(RAB).
Jumat . Mengikuti Kegiatan 1. Jalan santai
24 Maret 2017 Olahraga Pagi. bersama
Input kode NTPN karyawan  dan
Pasal 4 ayat 2. staf PT.Kereta Bapak
Api  Indonesia Hasanudin
(Persero) Daop 9
Jember. Bapak Wahyu
. Input kode Afandi
NTPN atas
rumah dinas
tahun 2014.
Senin . Rekap Rincian 1. Mengoreksi nilai
27 Maret 2017 Anggaran Biaya pada nota
(RAB). tagihan dengan Ibu Siti
lembar Rincian Chadidjah
Anggaran Biaya
(RAB).
Rabu . Memilah Rincian 1. Memilah Rincian
29 Maret 2017 Anggaran Biaya Anggaran Biaya _
(RAB). (RAB) antara Bapak Rlz'al
fokumen asli dan Marzu
copy.
Kamis . Rekap Rincian 1. Mengoreksi nilai Ibu Siti
30 Maret 2017 Anggaran Biaya pada nota Chadidjah
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(a) (b) (c) (d)
(RAB). tagihan  dengan
lembar Rincian
Anggaran Biaya
(RAB).
Jumat . Rekap PPh pasal 21 1. Rekap PPh pasal
Bapak Wahyu
31 Maret 2017 Karyawan. 21 Karyawan
Afandi
pada e-SPT.
Senin . Input faktur 1. Inpur faktur ~ Bapak Wahyu
3 April 2017 masukan Afandi
pertamina pada
e-faktur. Bapak
Hasanudin
Selasa . Memilah Rincian 1. Memilah Rincian
4 April 2017 Anggaran Biaya Anggaran Biaya
Bapak Rizal
(RAB). (RAB) antara '
Marzuki
fokumen asli dan
copy.
Rabu . Koreksi ~ Rincian 1. Mengoreksi nilai
5 April 2017 Anggaran Biaya pada nota
‘ Ibu Siti
(RAB). tagihan dengan 5
- Chadidjah
. Input faktur lembar Rincian
Anggaran Biaya
Bapak Wahyu
(RAB).
Afandi
2. Input PPN
dengan e-faktur
Kamis . Memilah Rincian 1. Memilah Rincian Bapak Rizal
6 April 2017 Anggaran Biaya Anggaran Biaya Marzuki
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(a) (b) (c) (d)
(RAB). (RAB) antara
fokumen asli dan
copy.
Jumat 1. Koreksi Rincian 1. Mengoreksi nilai
7 April 2017 Anggaran  Biaya pada nota o
(RAB). tagihan dengan fbu Sit
lembar Rincian Chadidjah
Anggaran Biaya
(RAB).
Senin 1. Wawancara dengan 1. Wawancara
10 April 2017 pembimbing PKN seputar judul Bapak
pada bagian Tugas Akhir Hasanudin
keuangan dan mengenai  tata
pajak. cara pembebasan
dan pemungutan
PPN dibebaskan.
Selasa 1. Laporan SPT PPh 1. Laporan SPT
11 April 2017 pasal 23 masa PPh pasal Bapak
23 ke KPP Hasanudin
Pratama Jember
Rabu 1. Koreksi Rincian 1. Mengoreksi nilai
12 April 2017 Anggaran  Biaya pada nota
(RAB). tagihan dengan Ibu Siti
lembar Rincian Chadidjah

Anggaran Biaya
(RAB).
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(a) (b) (c) (d)
Senin 1. Laporan PPh pasal 1. Laporan PPh 21
17 April 2017 21. tahunan ke KPP
2. Rekap Rincian Pratama Jember Bapak Wahyu
Anggaran Biaya. 2. Memilah Rincian Afandi
3. Lepas pisah peserta Anggaran Biaya
magang. (RAB) antara d Bapak Rizal
okumen asli dan Marzuki
copy.

3. Lepas pisah Segenap
dengan Karyawan dan
karyawan  dan Karwati
karyawati PT.Kereta Api

PT.Kereta Api Indonesia
Indonesia (Persero) Daop 9
(Persero) Daop 9  Jember bagian
Jember Dbagian  Keuangan dan
Keuangan dan Pajak.

Pajak

3.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah
jenis data kuantitatif. Terdapat dua jenis data berdasarkan sumbernya yaitu, data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah

sendiri oleh suatu organisasi atau peorangan langsung dari objeknya. Sedangkan data
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sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak
lain,yang biasanya dalam bentuk publikasi (BPS, LIPI, KPU, BI). (J.Supranoto:11)
Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini, pengumpulan data laporan
menggunakan data primer dan sekunder. Dimana pada pengumpulan data primer,
data yang diperoleh berdasarkan observasi langsung kepada objek serta berupa
wawancara. Wawancara dilakukan kepada pada Bapak Hasanudin selaku
pembimbing mahasiswa dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata. Wawancara yang
dilakukan untuk mengetahui mekanisme pengurusan pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Pengumpulan
data secara sekunder didapat data berupa kontrak kerja rekanan, surat permohonan

pembebasan, undang-undang terkait hingga bukti potong pembayaran.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data didapatkan dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9
Jember bagian Keuangan dan Pajak. Penulis dibimbing oleh Bapak Hasanudin selaku
staf bagian keuangan dan pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9

Jember.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan pertama dari kegiatan statistika. Dalam
pengumpulan data harus diketahui terlebih dahulu untuk apa data itu dikumpulkan.
Apapun tujuan pengumpulan data, terlebih dahulu harus diketahui jenis elemen atau
objek yang akan diselidiki. Elemen adalah unit terkecil dari objek penelitian, disebut
juga ‘unit analisis” atau “unit sampling”. Elemen atau unit terkecil dapat berupa
orang (konsumen, karyawan), organisasi atau badan (perusahaan, universitas/sekolah)
atau barang (kendaraan, mesin, gedung dan sebagainya).

Tujuan pengumpulan data, selain untuk mengetahui jumlah elemen,juga
mengetahui karakteristik dari elemen-elemen tersebut. Karakteristik adalah sifat-

sifat,ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, yaitu semua keterangan
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mengenai elemen. Misalnya, jika elemennya berasal dari perusahaan maka
karakteristiknya antara lain jumlah pegawai, jumlah divisi yang terbagi, jumlah
pendapatan dan sebagainya.

Di dalam statistik dikenal dua cara pengumpulan data, yaitu cara sensus dan cara
sampling.

1. Sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki
satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang
sebenarnya (true value) atau sering disebut parameter.

2. Sampling

Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen
sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hail ampling merupakan data
perkiraan (estimated value). Jadi, jika dari 1000 perusahaan hanya akan diselidiki 100
saja, maka hasil penyelidikannya merupakan atau perkiraan.Data yang diperoleh dari
hasil pengolahan sampling disebut statistik.

Dibandingkan dengan sensus, pengumpulan data dengan cara sampling
membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit, memerlukan waktu lebih cepat, tenaga
yang tidak terlalu banyak dan dapat menghasilkan cakupan data yang lebih luas serta
terperinci.

Pengumpulan data dari Praktek Kerja Nyata ini menggunakan cara sensus.
Dimana pengumpulan data diperoleh dengan menyelidiki satu per satu elemen
populasi. Mengingat data yang diminta berkaitan dengan pelaporan pajak yang berifat
riil. Dalam laporan ini objek yang akan diteliti adalah Pajak Penghasilan Pertambahan
Nilai sebagai elemen, sedangkan karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai
diantaranya adalah dasar pengenaan pajak (DPP).

Setelah metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, selanjutnya menentukan
alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat atau device untuk
memperoleh keterangan dari objek atau elemen antara lain :

1. Daftar pertanyaan (questionnaire)
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2. Wawancara

3. Observasi/Pengamatan secara langsung

36
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pengamatan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang

dilaksanakan penulis pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember
menggunakan self assessment system, dimana kegiatan dari perhitungan,
pemungutan, pembayaran hingga pelaporan dilakukan oleh karyawan dan tidak
dikuasakan oleh orang lain (konsltan pajak).

2. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan,
dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan
perpajakan yang ada. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan tidak ada
penyetoran pajak kepada kas negara, maka ketaatan kegiatan perpajakan pada
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dapat dilihat dari pelaporan
berupa input melalui e-faktur. Tagihan yang diserahkan rekanan masuk terhitung
tanggal 8 Februari 2017 serta dilakukan pelaporan dengan input melalui e-faktur
tanggal 2 Maret 2017 yang terhitung masih dibawah tanggal 20 bulan berikutnya.
Hal ini berarti untuk pelaporan berupa input ke aplikasi e-faktur tidak melampaui
batas pelaporan untuk masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari hal tersebut,
dapat dinyatakan bahwa PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember telah
melakukan kegiatan pajaknya sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan
Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember,
kegiatan perpajakan khususnya pada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dibebaskan sudah berjalan sangat baik.

Kedepannya dengan pemberian fasilitas pembebasan pada Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang diterima PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember atas
Jasa Pencucian Lokomotif diharapkan agar PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop
9 Jember dapat meningkatkan pelayanan demi lancarnya kinerja transportasi
angkutan kereta api di masa depan.

Menyangkut kegiatan perpajakan, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9
khususnya atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan diharapkan
lebih memberikan informasi kepada rekanan terkait peraturan terbaru serta tata cara
perhitungan mengingat masih adanya kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan
oleh rekanan. Hal ini dilakukan agar kegiatan perpajakan pada PT.Kereta Api

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember berjalan dengan lancar.
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Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata (PKN)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 821/UN25.1.2/SP/2017
Lampiran  : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Pimpinan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
DAOP IX Jember
J1. Dahlia No. 2, Paterang

Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan

28 Februari 2017

magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember. Adapun nama mahasiswa yang

akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM Program Studi

1. | llona Asteria 140903101006 Diploma IIl Perpajakan
2. | Enggar Tri Iman S. 140903101023 Diploma Il Perpajakan
3. | Hafindatama Akbar P. 140903101033 Diploma III Perpajakan
4. | Intan Novela Q.A 140903101044 Diploma Il Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Sfimgvan Bayu Patriadi, MA,, Ph.D.

w 670828 199201 1 001
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Lampiran 2. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata (PKN)

_/" J
/

KERETA AP

Jember, 14 Maret 2017

Nomor : 3/KE.105/I/SDM/2017

Sifat : Terbatas

Lampiran Do-

Perihal : liin Magang Mahasiswa FISIP
I I l WKE.{(EIWSI!WZL!?

Kepada Yth

Dekan Fakultas FISIP Universitas Jember

di
Tempat

-

.Menunjuk surat Saudara Nomor 821/UN25.1.2/SP/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal pengantar magang,
diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan menerima Mahasiawa Fakultas (lmu Sosial dan limu Politik
Universitas Jember untuk melakukan Magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember.

2. Adapun nama i i adalah i berikut :

a. llona Asteria NIM.140903101006
b. Enggar Tri Iman S NIM.140803101023
c. Hafindatama Akbar P NIM.140903101033

d. Intan Novela Q.A NIM.140903101044

3, Pelaksanaan Magang dimulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 17 April 2017 di Kantor Unit Keuangan dan
Pajak.

4. Demikian di i atas perhatian dan | ya diucapkan terima kasih.

Tembusan Internal:

Manager Keuangan | EDWIEN ALDRYANTO
i K dan Pajak | SITI CHADIDJAH
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp, (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 63121

SURAT TUGAS
Nomor : 1097/UN25.1.2/5P/2017

Berdasarkan surat dari Assistan Manager Sumber Daya Manusia PT, Kereta Api Indonesia
(Persero) Daerah Operasi IX Jember nomor : 3/KE.105/111/SDM/2017 tanggal 14 Maret
2017 perthal : Tjin Magang Mahasiswa FISIP, maka dengan ini Dekan Fakultas [lmu Sosial
dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya
tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM Program Studi

1. | llona Asteria 140903101006 Diploma III Perpajakan

2. | Enggar Tri Iman S. 140903101023 Diploma I1I Perpajakan

3, | Hafindatama Akbar P. 140903101033 Diploma Il Perpajakan |
4. | Intan Novela Q.A 140903101044 Diploma Il Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah
Operasi IX Jember, mulai tanggal 15 Maret s.d. 17 April 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2017

an Dekan
Wakil-Brekan.

Disampaikan Kepada :

1, Pimpinan PT. KAl (Persero) DAOP IX Jember
2. Kapradi Diplama [I1 Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangh
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Lampiran 4. Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA

/_1:; PROGRAM STUDI DIIl PERPATAKAN
— FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KERETA AN UNIVERSITAS JEMBER

Tempat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember

Alamat : JI. Dahlia no.2 Jember Lor,Patrang
No Nama | Tanggal Tanda Tangan
I, llona Asteria | Rabu,15/03/2017 M

i

2. Ilona Asteria Kamis,16/03/2017 %W%’
8 llona Asteria Jumat,17/03/2017 M
4 Tlona Asteria Senin,20/03/2017 %W% :
5 Iona Asteria | Selasa,21/03/2017 W :
6. Tlona Asteria Rabu,22/03/2017 § %“Y@'
7 Tlona Asteria Kamis,23/03/2017 %{Wn%‘
8. Tiona Asteria Jumat,24/03/2017 %\Mﬂ%
9 Tlona Asteria Senin,27/03/2017 %
10 llona Asteria Selasa,28/03/2017 LIBUR
1 llona Asteria Rabu,29/03/2017 %lfm/l‘%ﬂ
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12 llona Asteria Kamis, 307032017 W | !
13. [lona Asteria J;n‘a:;lfm/lm? y ( W}%ﬁ
14. llona Asteria Senin,03/04/2017 aﬂm%“ -
158 Tlona Asteria Selasa,04/04/2017 7 *)m% N
16. Tlona Asteria Rabu,05/04/2017 am@
17. Tlona Asteria Kamis,06/04/2017 %m%
18. Tona Asteria Jumat,07/04/2017 Qﬂh‘m%r
19. Tlona Asteria Senin, 10/04/2017 *Ym% —_
20. Tlona Asteria Selasa,11/04/2017 %M%
2% Ilona Asteria Rabu,12/04/2017 %‘Ym%
22, Tlona Asteria Kamis, 13/04/2017 M
23. [lona Asteria Jumat, 14/04/2017 LTBU; 7
24. Mona Asteria Senin,17/04/2017 %m"% .

Mangetahui,

Asisten Manajer Keuangan

60


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 5. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata (PKN)

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisi ci@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO. INDIKATOR PENILAIAN L L
| ANGKA HURUF
1 Penguasaan Materi Tugas 86 A
2 | Kemampuan / Kerjasama 80 A
3 Etika 80 A
4 Disiplin 80 A
NILAI RATA - RATA 81,5 A
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
Nama : llona Asteria
NIM : 140903101006
Jurusan : llmu Administrasi
Program Studi : Diploma II1 Perpajakan
Yang Menilai
Nama : Siti Chadidjah
NIPP : 38166
Jabatan : Asisten Manajer Keuangan dan Pajak
Instansi : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember
T'anda Tangape

. <
p //«1,:5&; CHADIDJAH
g s NIPP 38166

et

' NO. ANGKA HURUF __KRITERIA

1 =80 A Istimewa

2 755AB< 80 AB Sangat Baik
L3 70sB<75 B Baik

4 | 85sBC<70 | BC Cukup Baik

5 60 =C< 65 C Cukup

6 | 55=CD< 60 CD ___Kurang

7 50=D< 55 D Kurang

8 | 45=DE< 50 DE Sangat Kurang
L9 <45 E Sangat Kurang
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Lampiran 6. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata (PKN)

/‘

KERETA API
[PERSERD)

T KERETA AP) NOOHESR,

SURAT KETERANGAN
Nomor : 02/SDM/V/D.9.2017

Yang  bertanda tangan di bawah ini Assistant Manager Sumber Daya Manusia
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember, menerangkan bahwa :

Nama : ILONA ASTERIA

NIM : 140903101006

Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 10 September 1995
Perguruan Tinggi : Universitas Jember
Fakultas : Ilmu Sosial dan [lmu Politik

Adalah benar Mahasiswa Universitas Jember yang telah melaksanakan Magang di Unit
Keuangan dan Pajak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember
terhitung mulai tanggal 15 Maret s/d 17 April 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

nager SDM,
4
4 =T
1;4: " ”

KERETA apy
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Lampiran 7. Daftar Konsultasi Bimbingan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisij j@telkom.net. Telp. (03 B

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Ilona Asteria
NIM : 140903101006
Jurusan : lmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal :Jl.Duku no 15 RT.002 RW.014
Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Jasa Pencucian
Lokomotif Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

(bahasa Inggris)
Procedure of Collection Value Added Tax for Washing of Locomotive on PT.Kereta Api
Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

TANDA
NO | HARI/TANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
PEMBIMBING
Menyerahkan Surat Tugas
1. | Kamis, 20-04-2017 11.00 Dosen Pembimbing dan g
Judul
2. | Jumat, 21042017 | 13.00 | Konsultasi Bab 1 %
3. | Selasa, 25-04-2017 13.00 | RevisiBab 1 <.
4. | Rabu,26-04-2017 15.00 Konsultasi Bab 2 dan Bab 3 gz
5. | Kamis, 27-04-2017 11.00 | Revisi Bab 2 dan Bab 3 L
6. | Jumat, 28-04-2017 13.00 Konsultasi Bab 4 dan Bab 5 &
7. | Selasa, 02-05-2017 13.00 Revisi Bab 4 dan Bab 5 &
8. | Rabu, 03-05-2017 09.30 ACC Sidang =
Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG FEEPUBLIE INDONESLA
HOMOE 2B TAHUN 2007
TENTANG
FERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG EETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEREPAJAEAN

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FRESIDEN EEPUELIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk l=bih memberilan kkeadilan dam
meningkatican pelayanman kepada Waglh Pajak dan uniuek
lebih memberilcan kepactian hulum certa mengantisipasi
periembangan di bidang telmologi  informasi  dam
perlbembangan yang terjadi dalam lostentuan-letentuose
material di bidang perpajalcan perlu dilalukan perubaham
terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang
Ketemiuan Umam dan Tata Cara Perpajaloan sebagaimans
telah beberapa kali diubakh terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Takun 2000;

b. bahwa berdacarkan pertimbangan sebagaimana dimalesod
dalam buruf a, periu membentulk Undang-Undang tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang NHomor & Tahun
1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajalcamn;

Mengingat : 1. Paszal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal Z23A Undang-Undang
Dacar Negara Fepublik Indonecia Tahumn 1945;

. Undang-Undang Nomor & Tabun 1935 tentang Hetentuamn
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lzmbaran Negara
Eepublik Indonesia Tahwun 1%83 Nomor 49, Tambahan
Lembaran HNegara Republik ndonesia Nomor 3J262)
cebagaimnana telah beberapa kali diubah teralkchir dengam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 |[Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2000 HNomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 3984);

ba

Dengan ...
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Lampiran 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG EEPUELIEK INDONESIA

NOMOE 16 TAHUN 2009
TENTANG

FEHETAPAN PEFATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOFE 5 TAHUN 2008 TENTANG FERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA

Menimbang

CAFA PERPAJAKAN MENJAD] UNDANG-UNDANG

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FEESIDEN EEFUBLIK INDONESIA,

bakhmra dalam rangka menghadapi dampalk lorisiz
ksuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat
negara dar selctor perpajaloan yang lebih stabil;

bakbmra pelakcanasn Pazal 37A ayat (1) Undang-Undang
Homor 28 Tahum 2007 tentang Perubahan Ketiga atac
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuamn
Umum dan Tata Cara Perpajakan samgat efelctf untule
memperiouat bazic perpajalcan nacional;

bakmra karena masih banyak masyarakat yang ingin
memanfaatlcan fasilitas pengurangan atau penghapusan
sanksi admindictraczi perpajakan sebagaimama distor
dalaen Pacal 3TA ayat (1} Undang-Undang Nomor 28
Tabun 2007 tentang Perubahan Ketiga ataz Undang-
Undang Nomor 6§ Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
damn Tata Cara Perpajalcan, sehingga Presiden menetapleamn
Peraturan Pemerintah Pengpant Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat ataz Undang-
Undang Homor 6§ Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum
dam Tata Cara Perpajakan yang memberikan
perpanjangan wakthu yang merupakan langlah tepat
untule mamperkueat bacis perpajalcan nasional;

bakhmra berdasaricamn pertimbangan sebagnimana
dimak=ud dalam buref s, bumaf b, dan huraf c, perhe
menetaploan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang MNomor 5 Tabhun 2008 tentang Perubaham
Heempat atas Undang-Undang Nomor & Tabhum 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajalkamn
menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...
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Lampiran 10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

66
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UNDANGS-UNDANS REEFUHLIK INDONESLA
NOBMOE 42 TAHUN 2009

FEFUHAHAN EETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR & TAHUN 1933
TENTANG PAJAK FERTAMBAFATN NILATI BARANG DAN JASA
CAN PAJAE. FENFTALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAFERIAT TUHAN YANG MAFA ESA
FRESIDEN EEFUHLIK INDONESLA,

Monimbang : &  bahwa dalam rangios lohih menimglostion depastian miomrm
dan kesdilan, monciptalon sictor parpajakoan yang lehih
perEbangunan nasional dapat dilakcanaiown secara mandin
partu  dilakukem  parubshan  tarhadap  Undang-Undang
Homar £ Tahun 1982 teniang Fajak Pertambahan Hilsi
Barang dan Jasa dan Fajak Penjualan aies Harang Aasah
cobagmimans talah boberapa ol diubah erakhic dengamn
TUndang-Undang Nomor 13 Tabum 23000 tenisng Porobabhean
Esdua atac Undeng-Undang Nomor & Tahun 1983 tantang

Mangingat - 1. Pasal 5 ayat (1), Fasal 30, dan Pasal J8A Undang-Undang
Dacar Hegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-ifndang ...

Lampiran 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK. 03/2012
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MENTEFI KELWHIAN
REFUBLE FHOONESA
SALIMAN
FERATUREAN MENTERI KELUANGAN REPUBLIE INDONESIA
NOMOR 85 /PHE. 0372012

TENTANG

PENUNJUEAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT,
MENYETOR, DAN MELAPOREAN PAJAK PERTAMBAHAN MILAL ATAU
PAIAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PEMJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, FENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER] KEUANGAN EEFUBLIK INDONES[A,

BMenimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 164
Undang-Undang Momor & Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Milai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Momor 42 Tahun 2009,
telah  diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
SEIHKMEO03/2003  tentang  Penunjukan  Bendaharawsn
Pemenintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Megara
untuk  Memungat, Menyetor, dan  Melaporkan  Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan alas Barang Mewah
Beserta Tata  Cora  Pemungutan,  Penyetoran damn
Pelaporanmya, dan Peraturan Menteri Keuangan Momor
T3/PME.D3/2010 tentang Penunjubkan Kontraktor Koniralk
Kerjn Sama Pengusabaan Minyak dan Gas Bumi dan
Keontraktor  ataw  Pemegang  Kuosa/Pemegang  lzin
Fengusahaan Bumber Days Panas Bumi untuk Memungut,
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, serta Tata Cara Pemungutsn, Penyetoran, dan
Pelaporannys;

b. bahwa dalam rangka lebil memudahkan pemungutan Pajrk
Fertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Fenjualan Atas  Barang Mewah yang terutang  atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atsu Jasa Kena Pajak
oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Megara, periu
menunjuk Badan Usaha Milik Negara untuk memungut,
menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilei atau
Pajak Fertambahan Nilai dan Fajak Penjuealan atas Barang
Mewsh, dengan Peraturan Menteri Kevangan tersendiel;

©. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksod
dalam huruf & dan horuf b, dan untuk melak=anakzn
kelentuan Pasal 164 apat (2) Undang-Undang Memor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Mial Barang dan
Jaga dan Pajak Penjunlan atas Barang Mewah schapaimana
telah beberapa kali divbah terakhir dengan Undang-Undang
Momoer 42 Tahun 2009, perh menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Penunjulkan Badan Usaha Milik Megara
untuk  Memungut, Menyetor, dan Melaporkan  Pajnk
Pertambahan Milai ataw Pajak Pertambahan Milai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewnh, serta Tata Cara Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporannya; a #

hi

Lampiran 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015
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69

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDOMESIA
HOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG

IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGEUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JAS A KENA PAJAK
TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMEAHAN NILAI

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

nahwa uniuk medaksanakan keteniuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Momor & Tahun 1983 tentang Pajak
Pertamioanan Nilal Barang dan Jasa dan Pajak Penjuaian atas Barang Mewah sebagalmana talah taberapd kal
diubah terakhir dengan Undang-Lindang Momor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomar B Tahun 1963 tentang Pajak Pertamioanan Milal Earang dan Jasa dan Pajak Penjuaian atas Barang
Mewah, periu menetapkan Peraturan Pemenniah tentang IMpor dan Penyerahan Alat Angkutan Terenty dan
Penyeranan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Anglutan Terentu yang Tidak Dipungut Pajak Perambanan Nilal,

Mengingat

1. Pasal 5 ayat [2) Undang-Undang Dasar Megara Republk Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Perambahan Nilal Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah {Lambaran Nagara Republlk Indonesla Tahun 1583 Momar 51, Tamiahan
Lembaran Megara Rapubilk Indonasla Nomar 3264) sebagaimana felah beberana kall diuban tsrakhic
dengan Ungang-Ungang Nomor £2 Tahun 2009 tentang Penubahan Ketiga atas Undang-Undang Momor &
Tahan 1983 tentang Pajak Pertambahan Nial Barang dan Jasa dan Pajak Penjuaian atas Barang Mewah
{Lemibaran Megara Repuoilk Indonesia Tahun 2002 Nomar 150, Tambahan Lembaran Negara Repubilk
Indonesla Nomar S069).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAMN ALAT ANGKLITAN TERTENTU DAN
PENYERAHAN JASA KEMA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKLUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGLUT PAJAK
PERTAMEAHAM MILAL

Pasal 1

Alat angkutan terantu yang atss impomya bdak dipungut Pajak Partambahan Misl maliputt

a. alatangkuian d aln alat angkutan di bawah aln alat anglutan di edara, dan kereia apl, serta sull
cadangnya yang diimpaor oleh Kementeran Periahanan, Tentara Masional Indonesla, Kepallslan Hegara
Repuollk Indonesta, dan cieh plhak (3N yang dhunjul oleh Kementenian Pertahanan, Tentara Masional

Ur
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Lampiran 13. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KF.003/1I/I/KA-2017

Nilai Utama

KERETA API

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: KEP.U/KF.303/1I1/1/KA-2017
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN ATAS IMPOR, PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN
TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN
TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAL

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat
Anglutan Tertentu yang Penyerahan Jasa Kena Pajak
Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut
Pajak Pertambahan Nilai;

b, bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a maka
Surat Edaran Keuangan Nomor 12/KU.301/KA-2013
ientang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN} Dibebaskan atas Impor Barang Kena Pajak

dar atas Penverahan Barang Kenak Pajak

(1 serta Jasa Perawatan atau Reparasi Kereta Api

vang diterima PT Kereta Api Indonesia (Persero} perlu

dilakukan penyesuaian;

Terten

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direksi tentang Tata Cara Pelaksanaan Atas
Impor, Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan
Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angluian
Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran

kali diubah terakhir dengan Undang-
42 Tahun 2009 (Lembaran MNeg
a Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5069):

ara

o~
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Lampiran 14. Kontrak Kerja Rekanan

KERETA APl

BENDEL PEKERJAAN

CUCI LOKOMOTIF DI WILAYAH DAOP 9 JEMBER
PERIODE : JULI - DESEMBER 2016

PELAKSANA:

PT. PUTRA ANJASMORO MANDIRI
JI. Wijaya Kusuma No. 13A
JEMBER
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et faﬂumma

RETA AP

KEPUTUSAN PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA SECARA LANGSUNG
No. 13D/SARANA-9/PEK/VI/2016

perhatikan Berita Acara Negoisasi No. : 13C/SARANA-9/PEK/V1/2016 tanggal 29 Juni 2016
pekerjaan Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016, dengan
smutuskan PT. Anjasmoro Putra Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan tsb dengan nilai

jaan sebesari Rp. 48.576.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam
rupiah), dengan rincian :

Uraian ot Satuan e Jnailah
nya Satuan Rp. Harga
: Dipo Lok Jember
KA Pandanwangi Pagi 184 unit 30.000 5.520.000
KA Pandanwangi Sore : 184 | unit 30.000 5.520.000
KA Logawa 184 | unit 30.000 5.520.000
Dipo Lok Banyuwangi
KA Mutiara Timur Siang 184| unit 30.000 5.520.000
KA Mutiara Timur Malam 184| umt 30.000 5.520.000
KA Sri Tanjung 184! unit 30.000 5.520.000
KA Tawang Alun 1841 unit 30.000 5.520.000
KA Probowangi 184 | unit 30.000 5.520.000
| Jumlah 44.160.000
PPN 10% 4.416.000
Jumlah Total 48.576.000
Bng : empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

waktu penyelesaian pekerjaan selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari kalender,

ng sejak 01 Juli - 31 Desember 2016, sudah termasuk masa pengujian barang sampai
itkan BAST.

Jember, 29 Juni 2016
Manager Sarana

|

\‘ NIPP. 41331

=
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[ETA API

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pelaksanaan pembersihan / cuci harian dan cuci bulanan Lokomotif di Dipo Lok
Jember & Banyuwangi.
2. Yang dimaksud dengan pembersihan cuci Lokomotif meliputi pekerjaan sbb:

a.

b.

Pembersihan / cuci bagian atap dengan bahan pembersih dan selanjutnya
dibilas dengan air sampai bersih.

Pembersihan / cuci dinding luar sebelah kanan - kiri dengan bahan
pembersih selanjutnya dibilas dengan air sampai bersih.

Pembersihan / cuci ruang kabin masinis, dinding, kaca jendela dengan bahan
permersih selanjutnya dibilas dengan air sampai bersih.

Pembersihan / cuci rangka bawah, dinding tangki bahan bakar, bowfer bogie
kanan — kiri dan roda — roda dengan bahan permersih selanjutnya dibilas
dengan air sampai bersih.

Pada saat pembersihan harus diperhatikan jangan sampai ada larutan
pembersih yang tercecer / menetes pada peralatan listrik dan tidak
diperkenankan membuka compartement (lemari listrik)

Pembersihan / cucian tidak boleh menggunakan bahan kimia yang merusak
cat.

Petugas cuci harus selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD).

~

Jember, 29 Juni 2016
Manager Sarana 9 Jr
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> I"’Eﬂzﬁf'ih Utama
SRS : Fa}:‘f;'...

LETA API o

BERITA ACARA NEGOISASI
Pekerjaan :
Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016
No. : 13C/SARANA-9/PEK/VI/2016

1. Pada hari ini Rabu tanggal 29 Juni 2016 dimulai pukul 11.00 WIB, bertempat di
ruang Kantor Seksi Sarana, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa secara langsung telah menyelenggarakan negosiasi atas
penawaran harga dari Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan
Juli - Desember 2016.

2. Setelah diadakan negosiasi didapat hasil sebagai berikut :
a. Harga Penawaran semula Rp. 52.624.000.- (lima puluh dua juta enam ratus v
dua puluh empat ribu rupiah)
b. Setelah dilakukan Negosiasi menjadi Rp. 48.576.000,- (empat puluh delapan
juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) v
c. Jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan 184 hari kalender. v
3. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 29 Juni 2016

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA SECARA LANGSUNG -

Manager Sarana

JAKI{

\ NIPP. 41331 Direktur
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. No. o 13A/SARANA-9/NG/VI2016 Jember, 28 Juni 2016

Lamp ST Kepada :
- Perihal : Undangan pembukaan Yth. PT. Putra Anjasmoro Mandiri
: penawaran harga JI. Wijaya Kusuma No. 13A
Jember

o e e —e

1. Menunjuk surat penawaran harga Saudara untuk pekerjaan
pengadaan barang / jasa :

Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember
Bulan Juli - Desember 2016

2. Maka dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari / tanggal : Rabu/29 Juni 2016
Jam . 09.00 WIB
Tempat . Kantor Seksi Sarana
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Daop 9 Jember
JI. Dahlia No. 2 Jember
Acara . Pembukaan Penawaran Harga Barang/Jasa

3. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
Assman Program Sarana

WIN SETIAWAN
NIPP. 44188
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No.
Lamp
Perihal

13B/SARANA-9/NG/VI/2016 Jember, 28 Juni 2016
- Kepada :
Undangan pembukaan Yth. PT. Wahana Wahyu Karya
penawaran harga di
Surabaya

I. Menunjuk surat penawaran harga Saudara untuk pekerjaan
pengadaan barang / jasa :

Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember
Bulan Juli - Desember 2016

2. Maka dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari / tanggal : Rabu/29 Juni 2016
Jam : 09.00 WIB
Tempat . Kantor Seksi Sarana

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Daop 9 Jember
JI. Dahlia No. 2 Jember
Acara . Pembukaan Penawaran Harga Barang/Jasa

3. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
Assman Program Sarana

RWIN SETIAWAN
NIPP. 44188
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No.
Lamp
Perihal

13C/SARANA-9/NG/VI/2016 Jember, 28 Juni 2016
- Kepada :
Undangan pembukaan Yth. PT. Anugrah Wahyu Waskita
penawaran harga di
Surabaya

1. Menunjuk surat penawaran harga Saudara untuk pekerjaan
pengadaan barang / jasa :

Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember
Bulan Juli - Desember 2016

2. Maka dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari / tanggal © Rabu/29 Juni 2016
Jam 09.00 WIB
Tempat - Kantor Seksi Sarana

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Daop 9 Jember
JI. Dahlia No. 2 Jember
Acara : Pembukaan Penawaran Harga Barang/Jasa

3. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. Manager Sarana
Assman Program Sarana

.

ERWIN SETIAWAN
NIPP. 44188
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ETA API
i
i FORMULIR PERMINTAAN & PENAWARAN HARGA
No. : 13/SARANA-9/PEK/VI/2016
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jember, 22 Juni 2016
Unit . Daop 9 Jember Kepada
Lokasi © Sarana 9 Jember Yth. Direktur PT. Wahana Wahyu Karya
Di
Surabaya

1. Diminta kesediaan Saudara untuk mengajukan penawaran harga atas barang / jasa yang
akan digunakan oleh unit kami di Daop 9 Jember, dengan daftar barang / jasa berupa
Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016, dafiar

rincian ;
No. Nama Barang / Jasa Volume S Satuan
| Dipo Lokomotif Jember

i |1 | Lokomotif KA Pandanwangi Pagi i 184 | Unit
i 2 | Lokomotif KA Pandanwangi Sore 1 184 Unit
! 3 | Lokomotif KA Logawa 1 184 Unit

1 Dipo Lokomotif Banywwangi
! 1 | Lokomotif KA Mutiara Timur Siang 1 134 Unit
! 2 | Lokomotif KA Mutiara Timur Malam 1 184 Unit
|3 | Lokomouf KA Sri Tanjung B T 184 Unit
4 Lokomotif KA Tawang Alun 1 184 Unit
) Lokomotif KA Probowangi 1 184 Unit

2. Surat Penawaran tsb di alamatkan kepada -
Kantor Seksi Sarana Daop 9 Jember
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
JL Dahlia No. 2 Jember

3. Pengajuan penawaran selambat-lambatnya tanggal : 27 Juni 2016.
4. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
Assman Program Sarana

 SETIAWAN
NIPP. 44188



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

FORMULIR PERMINTAAN & PENAWARAN HARGA
No. : 13/SARANA-9/PEK/V1/2016

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jember, 22 Juni 2016
H Unit : Daop 9 Jember Kepada :
Lokasi : Sarana 9 Jember Yth. Direktur PT. Wahana Wahyu Karya
Di
Jember

1. Diminta kesediaan Sandara untuk mengajukan penawaran harga atas barang / jasa yang
akan digunakan oleh unit kami di Daop 9 Jember, dengan daflar barang / jasa berupa
Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016, daftar

; rincian :
]
No. Nama Barang / Jasa Volume Smdah | Satuan
] Dipo Lokomofif Jember
i 1| Lokomotif KA Pandanwangi Pagi IR Unit
i 2 Lokomotif KA Pandanwangi Sore 1 184 Unit
3 | Lokomotif KA Logawa o I 184 Unit
§ Dipo Lokomotif Banyuwangi
r 1| Lokomotif KA Mutiara Timur Siang ! 184 Unit
! 2| Lokomotif KA Mutiara Timur Malam ] 184 Unit
3 | Lokomotif KA Sri Tanjung N I 184 Unit
4 Lokomotif KA Tawang Alun 1 184 Unit
5 | Lokomotif KA Probowangi | 1 184 Unit

! 2. Surat Penawaran tsb di alamatkan kepada :

i Kantor Seksi Sarana Daop 9 Jember

? PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

! JL Dahlia No. 2 Jember

3. Pengajuan penawaran selambat-lambatnya tanggal : 27 Juni 2016.

4. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
Assman Program Sarana

WIN SETIAWAN

NIPP. 44188
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ETA API

FORMULIR PERMINTAAN & PENAWARAN HARGA
No. : 13/SARANA-S/PEK/VI/2016

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jember, 22 Juni 2016
Unit : Daop 9 Jember Kepada :
Lokasi © Sarana 9 Jember Yth. Direktur PT. Anugrah Wahyu Waskita
Di
: Surabaya

. Diminta kesediaan Saudara untuk mengajukan penawaran harga atas barang / jasa yang

i akan digunakan oleh unit kami di Daop 9 Jember, dengan daftar barang / jasa berupa
Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016, daftar
rincian :

Nama Barang / Jasa

i

H ‘A 'Em o S

i F Dipo Lokomotif Jember L

! Lokomotif KA Pandanwangi Pagi LI Unit_|
; 2 | Lokomotif KA Pandanwangi Sore 1 Unit

Lokomotif KA Logawa

L Lokomotif KA Mutiara 1 Timur Malam

Lokomotif KA Sri Tanjung

4 Lokomotif KA Tawang Alun ___ | 7_::
5| Lokomotif KA Probowangi = r

! 2. Surat Penawaran tsb di alamatkan kepada :

i Kantor Seksi Sarana Daop 9 Jember

! PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
JL. Dahlia No. 2 Jember

w

Pengajuan penawaran selambat-lambatnya tanggal - 27 Juni 2016.
4. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih,

a.n. Manager Sarana
Assman Program Sarana

WIN SETIAWAN

NIPP. 44188
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I - et o o ?
JI. Tambaksari Selatan 11l / 8H

;! Surabaya
Nomor PT.AWW/16/P/VI/2016 Surabaya, 24 Juni 2016
. Lampiran : 1 paket Kepada :
| Penhal : Penawaran Harga Yth. Manager Sarana Daop 9

PT. KAI (Persero)
JI. Dahlia No 2
Jember

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permintaan harga dari Bapak No. 13/SARANA-
S/PEK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang pekerjaan @ Cucian
Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016.

Maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . MOENAWATI
Jabatan : Direktur PT. Anugrah Wahyu Waskita
Alamat :JIl. Tambaksari Selatan Il / 8H Surabaya

Berkeinginan mengajukan penawaran harga dengan biaya sebesar
Rp.55.052.800,- (lima puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan ratus
rupiah).

Pekerjaan akan kami laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan
persyaratan yang ada di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serta akan
kami selesaikan dalam jangka waktu 184 (seratus delapan puluh
empat hari) han kalender.

Daftar Rincian Harga terlampir.

Hormat kami,
PT. Anugrah Wahyu Waskita

N0

(-
apai®
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Ji. Tambaksari Selatan Il / 8H

Surabaya

jran Penawaran Harga

in Lokomotif Daop 9 Jember Bulan Juli s.d Desember 2016

Uraian Banyaknya Satuan |Harga Satuan Jumlah
Dipo Lok Jember
KA Pandanwangi Pagi 184 Unit 34,000 6,256,000
KA Pandanwangi Sore 184 Unit 34,000 6,256,000
KA Logawa 184 Unit 34,000 6,256,000
Dipo Lok Banyuwangi
KA Mutiara Timur Siang 184 Unit 34,000 6,256,000
KA Mutiara Timur Malam 184 Unit 34,000 6,256,000
KA Sri Tanjung 184 Unit 34,000 6,256,000
KA Tawang Alun 184 Unit 34,000 6,256,000
KA Probowangi 184 Unit 34,000 6,256,000
h 50,048,000
{OfE . 4D n 5,004,800
lah Total A r 55,052,800

hang : Lima puluh lima juta limalima puluh dua ribu delapan ratus rupiah

Jember, 24 Juni 2016
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JI. Tambaksari Selatan 111 / 8H
Surabaya

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan / pekerjaan Cucian
Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mentaati peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang /
Jesa di Lingkungan PT. KERETA API INDONESIA (PERSEROQ), dan peraturan
perundangan yang terkait dengan pengadaan.

2. Tidak akan meiakukan persekongkolan / pengaturan /kerjasama diantara para
calon penyedia barang / jasa lain dan / atau Pengguna Barang / Jasa dan / atau
Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat.

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Juni 2016
PT. Anugrah Wahyu Waskita
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PT. WAH%NA_.WAHYU KARYA

or & Supplier

Jalan Penjernihan No. 34 Waonokromo, Surabaya 60245

Nomor 1 068/PT.WWK/KAINI2016 Surabaya, 27 Juni 2016

Lampiran . 1 paket Kepada :

Perihal : Penawaran Harga Yth. : Manager Sarana Daop 9
PT. KAI (Persero)
JI. Dahlia No. 2
Jember

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wibowo, SE
Jabatan . Direktur
Alamat . JI. Panjernihan No. 34 Surabaya

Menunjuk surat permintaan harga yang Saudara sampaikan nomor
13/SARANA-9/PEK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang pekerjaan: Cucian
Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli s.d. Desember 2016

Bersama ini kami mengajukan penawaran harga dengan rincian :
biaya sebesar Rp. 53.433.600 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga
ribu enam ratus rupiah) rincian terlampir.

Pekerjaan akan kami laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan
persyaratan yang ada di PT. KAl (Persero) serta akan kami selesaikan dalam
jangka waktu 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender.

Hormat kami,
PT. Wahana Wahyu Karya

WIBOWOQ, SE
Direktur

! wahanawahyuka .
21 3 Hp. 0818585958 {1t
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PT. WAIT{.ANA‘ WAHYU KARYA

“Supplier

jalan Penjernihan No. 34 Wonokromo, Surabaya 60245

Lampiran Penawaran Harga
Cucian Lokomotif Daop 9 Jember Bulan Juli s.d Desember 2016

Uraian Unit Satuan Harga Jumlah
Dipo Lok Jember
KA Pandanwangi Pagi 184 Unit 33,000 6,072,000
KA Pandanwangi Sore 184 Unit 33,000 6,072,000
KA Logawa 184 Unit 33,000 6,072,000

Dipo Lok Banyuwangi

KA Mutiara Timur Siang 184 Unit 33,000 6,072,000
KA Mutiara Timur Malam 184 Unit 33,000 6,072,000
KA Sri Tanjung 184 Unit 33,000 6,072,000
KA Tawang Alun 184 Unit 33,000 6,072,000
KA Probowangi 184 Unit 33,000 6,072,000
Jumlah netto 48,576,000

PPN10% | assreo0

) B ~ Jumlah Bruto | s3433600

Terbilang : Lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah

Jember, 27 Juni 2016
PT Wahana Wahyu Karya

Direktur

U - Hp. DB18585458 | Fan. 031-504875 , »» -
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HYU KARYA

& Supplier

General £

PT. WAHANA WA

Jalan Penjernihan No. 34 Wonokromo, Surabaya 60245

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan / pekerjaan
Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli s.d. Desember 2016.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. Akan mentaati peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan

Barang / Jasa di Lingkungan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO),
dan peraturan perundangan yang terkait dengan pengadaan.

[

Tidak akan melakukan persekongkolan / pengaturan / kerjasama diantara
para calon penyedia barang / jasa lain dan / atau Pengguna Barang / Jasa
dan / atau Panita Pengadaan Barang / Jasa yang mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Juni 2016
PT. Wahana Wahyu Karya

it
WIBOWO, SE
Direktur

o Hb. 0818585858 | Fax 031 son8s07> -
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PT. PUTRA ANJASMORO MANDIRI
Badan Hukum Nasional No. AHU-37365. AH. 01. 01. Tahun 2013
Perdagangan, Perindustrian, Kontraktor, Suplayer, Property, Percetakan
JI. Wijaya Kusuma No. 13 A Telp. (0331 413292, HP. 08123458248

Nomor
Lampiran
Perihal

174/PT-PAM/PHNII/2016 Jember, 23 Juni 2016
1 (satu ) berkas
Penawaran Harga Kepada,

Yth. Manager Sarana Daop 9 Jember
PT. Kereta Api Indonesia Persero)
JI. Dahlia No. 2 Jember
di
JEMBER

Menunjuk Surat Manager Sarana PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Daop
9 Jember.

Nomor : 13/SARANA-9/PEK/VI2016
Tanggal 1 22 Juni 2016
Perihal :  Permintaan Penawaran Harga

Dengan ini kami mengajukan Penawaran Harga Cucian Lokomotif di Wilayah Daop
9 Jember dengan rincian sebagai berikut :

—— § . R
| No Uraian Pekerjaan Satuan | Banyaknya Jumlah
| Harga
1 | Cucian Harian Lokomotif Unit 1.472 47.840.000
Jumlah i 47.840.000 |
PPN 10 % | 4.784.000
i
Jumilah Total | 52,624.000
i

Terbilang : Lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

PT. PUTRA ANJASMORQO MANDIRI
Direktur

SUTRISNO. K, SE
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=" Per

PT. PUTRA

ASMORO MANDIRI
Badan Hukum Nasional No. AHU-37365. AH. 01. 01. Tahun 2013

gan, Perindustrian, Kontraktor, Suplayer, Distributor, Percetakan
JI. Wijaya Kusuma No. 13A, Jember Telp. (0331413292, HP. 08123458248

LAMPIRAN PENAWARAN HARGA
PEKERJAAN CUCI LOK WILAYAH DAOP 9 JEMBER

HARGA
NO URAIAN BANYAKNYA | SATUAN SATUAN JUMLAH HARGA
1 2. 3 4 5 6
Dipo Lokomaotif Jember
1 || KA Pandanwangi Pagi 184 unit 32.500 5.980.000
2 | KA Pandanwangi Sore 184 unit 32.500 5.980.000
3 || KA Logawa 184 unit 32.500 5.980.000
Dipo Lokomotif Banyuwangi
1 || KA Mutiara Timur Siang 184 unit 32.500 5.980.000
2 || KA Mutiara Timur Malam 184 unit 32.500 5.980.000
3 | KA Sri Tanjung 184 unit 32.500 5.980.000 |
4 | KA Tawang Alun 184 unit 32.500 5.980.000
5 || KA Probowangi 184 unit 32.500 5.980.000
JUMLAH : 47.840.000
PPN 10 % 4.784.000
JUMLAH TOTAL 52.624.000
Terbilang Lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu

rupiah

Jember, 23 Juni 2016
A ANJASMORO MANDIRI
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Lampiran 15. Surat Permohonan Pembebasan PPN

f lai Uta
ﬂ! ma
——__ Lo =
Bl P
KERETA API i

Nomor  : 0029014000-16-0-1625
Lampiran : -

Yth Direktur Jenderal Pajak

¢.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Empat

Jalan Tebet Raya No. 9

Jakarta Selatan - 12810

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013 tentang Impor dan Penyerahan Alat
Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa
Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 193/PMK 03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena
Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu, dengan ini kami

Nama : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Kabupaten Bandung, Jawa Barat
NPWP : 01.000.016.4-093.000

Jenis usaha : Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang

}

EmB
u{‘t\—‘w S l}‘

41331
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Lampiran 16. Surat Pernyataan Permohonan Pembebasan PPN

[

,':j

KERETA AP|

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor dan
Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang
Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai pasal 5, bahwa terhadap alat angkutan tertentu yang atas impor
dan/atau penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai digunakan sesuai
dengan tujuan semula dan tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan alat angkutan
tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula dan dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian
atau seluruhnya, maka kami bersedia membayar kembali PPN yang Tidak Dipungut yaitu dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu tersebut dialihkan penggunaannya atau
dipindahtangankan,

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan scbenar-benarnya,
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Lampiran 17. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP)

Smmryvmag UeyenssAns
1000011 dy oty '000'05 Y el sad 7 2ma3g oa: §¢1 meyeloeg Bau._ Am
00 00'000 00171 00°000°055 o [ N OOL 61T BRN oAy L 4 i
) e 000'979-5"STS L0
(am0)) ssamsisas uap (o)
o) (amdmu) s moynfoon VHLNd
Fun wpeEEp f3RA 0 YAV HYIVD “1d
1
M
‘90100¢ IV “saqusp
i - i adig -
0u'o0s'¢st du 00°000°5:5°€ 48 00'000'5.5°€ 44 7 sod | BOST e IVIE 121 eA Y 81 marelmg BT | ¢
0009295 STE LY 10
{gnomoyop
epod rpom wep apom VaId
FUNPE Tofns ywan(om ) YAV HYIVD 1d
1081
00'000 056 44 00'000°008 67 48 00'000°ss Rl L O™ I5IVTE s ey | gy ues.ms..mnnﬁ;....-mhm__- 1
‘nous
*000°1 €9-9°€80°FIT 10
pomog]
OO ISV T temnduog whang [Py L4
o " L I3 -5 ¥ Y- © T -
ddX moL urneg 434 (smyseduy ‘vesnyn ‘adiy, sy | muaya) uynyfuy | nueps) wanySuy 3
wenfngossag| V1IN UV Fufug uveippag = = ‘rwmmSay) sy sexsads senueny el M Lo ks yefeg vuoy eyesnBusg | -oN
[enf VAIR URRIDpRg !
NVHETOUEd NVHALNETY VNVINTE T
| | V1oL
k] 3 &+ - B3 + i - -t =R
an 1 Yufig ey e o (sunsodey miy ‘adi seueny| WIRLvaRey [ o wogay | veggeeg |,
uenfinogsey| IR HVERUSHOL Tl v o Todiy eI tTEpa] “pojy ‘wewungoy) siuyal weyyuads | SHPOA[SRININ] g0y apay | ey swopruey | wep nayomdax | N
HOdNI NVHILNETN VNYONIA T
000'E60-4910°000°10 © dMdN
Sunpuvg | “ON UEROpIWAY SR If ¢ NwETy
* (LLYS JowoN (013s3a4) ersaaopuy 1y many 14 © wweN
9102 1290RQ € [eRRa]
SZ91-0-91-000F LOGZ00 Jowon
(dDRY) NVHATOUAL NVA HOJWI NVHALNETN VNVONTH
L Hep | urwvey



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

92

€
igf xvm- T
7 00T “X¥UI - (7 (RJIAIEG) 3InS5alg
00'00¥'E10'T thy 000005101 dy 00'0008LE°C 08 - 0N fe ¢ dung 2p T 02pT N By s e |
raprey
0009295 STS L 10
{momoyor]
mp oty Dy weiuaquad VYING
TR 1€ J0ps Az 15T VOVIWHVIVD Ld
T
‘meemnFBuad rensos
‘a3 e, foeg aulﬂm._au_“
00011 £ (A 9 | 1108 / 8L1 moye! 1
dy 000009911 ¥ 00'000°85 . 4 Smuog povy L3 TIFA Mg purH g L
“yosog 0009795 STS L¥F 10
“yneq mrpopusTaom VaLINd
Tp UnyfouATI YN wsap VAVINHVIVD Ld
T
w 05E
amfum 10q —— siaquisy
00'00€'85 48 g - 000t sod /| weiefieg Bl |
00'000'€85 & 00'000°€85 4y . 1 Suimg posr Ly Y 1og puey SLi mepelimg wohaT | g
0009295 STS LEP'10
I W TaomOyoL
wped meyenndp Suet nivy SVELAG
521 153G RGN UM 1Y VAV BYIVD '1d
14
o 211
) $24[UA o300 SNesTORY aquiap
00'000°61 4 = 00'000°061 4 00°000°56 Ty - sdg dung e 3TN WLJ/1 PATEA 21D 8u) wefeg wafie T |
fodo]
. 000'929-5'STS" LYY 10
Sqoquiy
wefenquiad uyun e vdmouzsu “yaLnd
Yy meyenadip R 1o VAVWHYIVD L
T
av 09 - cm._hsn
ooy 821 wmefueg Wl If
00°006'525 du 00/000°657 - 00000521 i provpeay sad g Wi sy dmung v
) WA 1901 ‘621 TITE ‘0009795 SIS LY'I0
‘mpp
VLN
‘resayeq merstinad ymun VAYW HYIVD '1d
Ea S -t > -5 - vir -t s -t
ddi 1oL RGNS 24 (sepsedey] ‘wemysy ‘2diL, ol mua L, wemydey | muaps], semey
W]IN UynquITLog yoleg uttiipe, i & , uen ]
usnfnjossag 1IN LIS Y0iSd Hndipag [T T — ‘wemnBen) suepoy, wexusads | TR iy weouy poy | ey sspruey | 1P TR oN
NYHET0Mad NVHLLNEIN VNVONIL T
000'€60-F'910°000° 10 * dMdN
Sunpuug | ‘0N ureapIA0IY SHULA If ¢ JewETY
QIS JomoN {orassag) ersauopuy 1dy 219y 1d ©  Bwey

L HEp  ueurepey

9107 1290140 €[ [6AfusL

STII-0-91-000+ 106200 +OwoN

(DN NVHITOHAd NVA HOJWI NVHILLASTN VNVINTH



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

93

L uEp € wew(ey

9107 32900 €[ [eFAun],

STI-0-9[-000F [06T00 JOwON,

(D) NVHITOHAd NVA HOJIWI NVHNLNSTN VNYINTH

€
‘o 78 —
Fuu ssed g weiefeg Bo{aY |
0'0r911 g 000007911 dy 00°000'88¢ 44 = W e ool ,pu_.:._ m_ Loxfe MiREraREl T
oI, 0009795 STS LyF 10
e p— Va1
sudajons ymum 1sdunyiag ek ey VAV HYIVD ‘Id
€
‘W 915
Bury sug smg taquiay
0000651 ¢3 00'0006SE 1 Y P 00'000°€5¥ F — =d g ooy org| 1OV B ST 0Oy 8Ll meeeg walayr | gy
) 0009295 SIS LEF 10
‘omSua
wpednm yreq oo ep YHL0d
sudajon yryon [Bungiaq Fued ey VAV HVIVD "1d
T
mmzz-z -
] raum 23] 1 weawfueg nafiay qr
00'000°97 48 00'000°09 93 00'000°0¢1 ¥ TR Lz oL ...M,_.,,_u__m ey . “lu
forpL 000'929°5°STS LI 10
fieq uep mum WP pURSTSU NTE ‘VELOd
e IR a yun ARG VAVWHYTVD 1d
(4
‘g 71
ssuaffm oy
. " i auduy “xaquiy
00°002 91 00°000°791 & o 00°000°18 44 somypy, |42 oL G1ITE W21 S puny ge1 wepelieg w2027 i | 01
rengeY mwsss qequIp 000°979-5"STS LI 10
yedep piumermm fuvd muigmeg
sy BRI A m ST “VHINd
Jutm wrpmmAp VOVIWHYIVD 'Ld
z
o /1 -
) g o I8 1
00'008 L 00°000°8L d 00°000°6€ dy s N e g LA TE vy 8Ll vy 0BT |
fepugy 000'9T9-6"STE"LEY'TO
{m uRmpes s WVaINd
e exynquBm yaun wimEng YAOVIN HVIVD "1d
bl * =L i 1A -F -¥i- < - -1
ddd [ uemyes Jag (sesedey ‘vemyp) ‘adiy S muapa ], ummySuy | muapa ] venyary .
wapag el . G nuen pleg vuay vyzsniua, 0]
uenfmjossog| 1N O d T¥id uemipag Jony eAavy ummyag ‘ueeunfioy) snoyoy swyyisadg |T A qupy weoupy 9poy | repy swagewey | T0d MOATY 4 N
NVHETOWEd NVHALNET VNVONIY 2
000°€60-+"910°000°10 © dMdN
Sunpusg | ‘0N UPEAQIAWAY SNULAF [[ ¢ WEFY
: @LYS JowoN (orasiag) ersonopup 1dy RISy Id @ Twen



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

94

£ uEp p urwvEy

9107 3290PQ €] [PATuEY
$T91-0-91-000 L 06200 JowON

(dDTI) NVHITOUA NV HOJWI NVHNLAET VNVONTYE

€
1sd s
15d 0o € P i) o
0000 3E1 48 00000 ERC'] Y 00'00019% ¢ T wag O i e o g Ly
‘oo IO 4 v acTra 0009795 SIS LFY 10
JROWo0] TEp BRI TELARAEd SYILNd
T —— VAV HVIVO ‘1d
T
2oy g SANIOSSTIOV s
00°008°06 4% 00°000'806 44 00000 ¥S oy |24 WINOILIANOO | 27 anen oy ummfeg uafay i | LT
) Lol 8L1 mfung WG 17
“wngfuws jsenuepiBuam 0009795 STS L [0
g e
ymsfigar sBmmTAosoSuam VaLNd
T s smyog Smed yepe VAV BVIVO ‘14
]
WM 005
- -
00000401 3 00°000'0p0'1 00'000°051 - RO | g | ooy, e — BLl TR AT |
. W 1900L 61T . e
turersg) *000'979-5'ST L 10
{uouoyo] wep mamy VLN
qeneq wyfin josofusm yaym VAVINHYIVD '1d
z
tsod y7.
o twa o1
E o 5
00000zt dy ovanose) & - o0'00scs Sl T —————) TS e I I
foIRL i ‘D00ITFS SIS LI 10
anu g TexATeusRIom WP Vi
sudajom yoyun 1sAungaoq Buek jory VAV HVIVD Ld
T
e g9 .
, i
: o,
og'0or it dy i 00'000°FT1'T 00'000°795 da Bh 1001, ‘oﬁ”qm L ot BUPREEREEL ]y
‘oL i 1000'929°5'STS LEFT0
“amn yveq weySuenaATam Tep VUL
sodaea um [sAungsaq Saek ey VOVINHVIVD "Ld
& - - 5 B o Vi <« Ea -
ddd =01 UEBTYRS 134 (seyrsedey ‘wemmyn) ‘2diy, YA nueya] veidny | muaps 1 venySuy
Rl U 34 el umenuo, I )y vyssndua, ‘0f
i jeng uRmy uEwyag uewrdexy) sy, seysads |* A ey ueouy ooy | yery swogpuwmy | T SN TR HION
NYHATO¥Ed NVHLNGTA VNVONEY T
000°€60-+°910°000'10 * dMdN
Sumpueg [ 0N UPEYOPIAWSY SHURG | ¢ JEWRlY
$ QLS Jowon (osasiag) ersauopu 1dy eIy Ld ¢ Ewen



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

95

L uwp § unwvey

9102 120N €1 [PRReL
ST1-0r91-D00Y LOGTH0 JowoN

(@DRD NVHIATOUTd NVA JOJIWI NVHNLOGIN VNVONTE

T
: —
o TR 3 Y 3 g |y omn0ayg 841 meefong w0 I
00'000'82£ y 00000087 % 00'000'059'1 45 ) N ¥ 1001 621 TS g Josaag ” 34
aLd 0009795 ST L0
Jomoyo] NVIE MaLeY Auleaq VUL
‘wped nns fagmaBous ynn VAVWRYIVD 1d
1
ot g :_“U_svﬂ
SL1 wngefimg W] I
00'00€"€F ¢ 00'000°€ £k 00°000°¢EY & e wduiog Jsod duing =M 59T ay edatog A 54
000°9TIS TS LAY 10
‘mzmrgs
VUL
a8 yopakmom ygun sFmysg VAOVWHVIVD 'Ld
1
fam
udafitag
ou'008's du 0000088 4y 0000088 - T oL ser| PSS piofesd fy—
*Aurdun) Gus L uremp ) 8.1 ey nafiay 17
wnpyp uep neAuo] mevpeoy welep
] 2]qU2 Wp [0qUY MpuBAuSw “000'979-5'STS LY 10
a2 THRIOP TR, DGR
dupuym) fin sjqeo urFmeousimd ‘yaing
i sAungaq Sumd e VAYWHVIVD Ld
4
oo e - sy suppely asquey
00'009'761 Y - 00°000°5k6'] &y 00'000'€26 &3 oy sodg wog pueg e 2T RO TSR 901wy wafio] I | 02
L 009295 STE LIV 10
wouy Fuojowaw ymun 1sRunzieg ety R0 msa
z
g - .
in ] 511 meelong 01 17
00'009°05 &y 00'000'905 da 00'000°€5Z 4y ; sd [P Il 0q e ] 61
S 000'979-5°ST6" LA IO
“nyus0) Spes s nee VELN
nenodwoy mens (§uegnepy Jwun VAVWHYIVD 1d
- & -t > ¢ - ver -t T -1
ddd 5oL UBMRG I3 (sewsedey ‘wemyn ‘odi ol muapa] veimyduy | muaps] venySay
1R[IN UBYRQUITHD Yol wees ] i in It uynsudus, A
R T o7 wiiey) umeipag ‘wosunBoy) swyo, eypsads || ey ueoury poy | rery swwapewrmy | 100 RO ByEsIBUag | oN
NVHATOdEd NVHLNETY VNVONIY T
000°€60-7'910°000°10 © dMdAN
Sunpueq | "ON UPEYIPIIWIY SHULAL I{ ¢ JeWeTY
S ALXS JowoN (o19s194) ersauopu] 1dy 219y Id ¢ BweN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

96

(1
Tou 8 Haquiap
i . a [ sufrg = 821 vmpefied w7
000" 000" '000°EE ‘pequoy Sy, . «§ BEnIquioy Buey 1
00'009°9 0000099 00°000 ; z WI0OL "6 I worvessszsirne | ©
) YA1Nd
“pefao muns ydafiram oy VAYW RVIVD Ld
z
oo P
ol 3 " 1 . i . B 27 FISIL W 821 wewmlieg w2037
00'00+'Z5 Y 00'000°¥ZE ¢ 00000291 ¢4 - pal g W 1001 6ZI'TIE | evfiig asdy Susy i R @
eues 00VIT9-S'STS LEY'T0
sy s i yaIng
Amgun psfimpag vl eE YAYW HYIVD 'Ld
T
frout /] Laaquiaf
00'007'86Z Y 00'000786°T N 00'000' 167 [ S = b L1 dumg 33w 39 TII'A o e R 9
. OV 3wy fmmg VOIS LIFTO
‘wpugy
VAL
% W yman AR VOV HYIVD "Ld
[
‘mom ¢/1 ik
] L1 veyefimg w7 17
0000002 &8 = 00'000°007 4 00°000F &4 = |wos dwing LA g9 E U1 o age Buvg 34
0009795525 L4+ 10
‘BpUQ
YHINd
e A o S A YAV HYIVD 'Ld
u
‘supmy 001
- fasqmar
o, % e i G L o auoaTg i p
00'008°0£1 $¥ 00'000'80¢°1 44 00'000°601 ¢4 nnn v 2l W 0L 621 TTE anag 8Ll ouefang sy | 47
000'929-5' ST LY 10
w2 P Jomoy
menend mp .bnb "YULNd
w28 Bped RN VAV RVIVD 1d
- - i > 3 -+ -Vis -¢- E -
ddd [eoL b UL | (seusedwy ‘oemyn adiL, paw nyuepa L vmrduy | muapa), wenySuy f i
wenfuuasaay| PN USIGUTHEG Yol utmipsd (o0 SRy wmRag ‘wveundoxy) siwpay, sseqgisads | oy woroury ooy |y swegewmy | 1O e THEmBUY - fON
NYHETOUAd NVHOLNEIY VNVONAY T
. 000°E60-4"910°000°E0 © dMdN
Sunpueg] | 0N ULTYRpIAWAY SHULRG |[ : JEWR]Y
* ALAS JowoN (orsiag) eisauopup dy 2RIy [d ¢ wWEN

L LEp § uewe[ey

9107 129oRyQ €] [FRAurL,
STI1-0-91-0D00F [DETHO JOWoN

(dDRD) NVHA'TOHTd NYA YOJWI NVHNLASEN VNVONTY



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

97

L uvp £ veweey

910Z 12q0O €] [eRAae]

SZ91-0-91-D00F L06TOD JOWON

(@DRD NYHATOYAd NVA O4WI NVHOLNSTY YNVONTE

00'000°850'%1 | vo‘000'088°0% 1y TVIOL
~yEgwEr
. BV ONVILVA a3
91T WO1 smwzm_ ANV L
o B o A _ . - - . gl PoE=Ra- I mng| N VINNSI VAVIIM I
0000091 44 00000091 % & 00'000°0€ 4 MR | JLOWONOTY T e o mgmmg o 1
INOmORO] wEIBNC) ey ‘000'975-1°598°018'1 €
Wi semp wes wped gyomoyo THIONVIV
meIanga AR ymun OUOWSVINY VLN 1d
z
an e
E _—
00'009'08% 48 00°'006'908 v &3 00000'£0¥'Z 43 famdyuyy ¥4 oL .um_.u.w:u_m dH /1 dming mmoeA go1 wepsfing L.M.‘_ ._“ ot
‘e o) 000'9T55'ST LI 10
redeotsmn nyan duyegio) e e 0003es
Uges wwEp wep S [ojsjouw VELNG
~[plom weymnsFuom ynun e VAVWHVIVD Ld
T
‘rouy g . :wnn.o"
82| weyefimeg wh]
00'009' By 00°000'9% dy - 00°000°€Z dy - Fuowg Buel, |sod 7 i 49 Suojog Fuvy, 62
: A MO0l 618 000°9THESTELYYTO
VHLNd
#efqo muns fuowaw suyun yery VOV HVIVO "Ld
- * - > - “+ -vi- -6 Ea -1
=oL uenyes 134 P B 3
v o] N wnqukag ofeg ureippog (s um) ‘od Rl e B ool IS P
f1a513f [ung wBrey uveag uegunfay) spupe . swyyisads LY ueloury 9pOY | WY SuRfRWEN,
NVHAT0¥Ed NVHALNEIY YNYONTY T
—~——— 000°60-4'910°000° 10 dMdN
Sunpueg | “oN UTEYIPIAWIY SHULO |f : WY
: ALY JowoN (o138324) ersouopuy 1y wasay L4 ¢ TN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 18. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT
SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor : KET-TDPPN-90002/WPJ.19/KP.0406/2015

SKTD berlaku :
D Untuk satu kali impor/penyerahan
Pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impordan Penyerahan
Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang
Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan
Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena
Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama
Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No.1, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
NPWP : 01.000.016.4-093.000

jenis usaha : Jasa Pengurusan Transportasi

sesuai dengan surat permohonan nomor KU.301/XII/4/KA-2015 tanggal 23 Desember 2015
merupakan:

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional,
Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

Pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum
dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana;

Lainnya,

O0000BEO O

98
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dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas
impor/penyerahan alat angkutan tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan

tertentu sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 30 Desember 2015
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor PelayananPajak

uwamo(g
NIP195805261979111001

Lampiran:
D Rincian Alat Angkﬁtan Tertentu;
RKIP;
D lainnya.
SKTD ini ditujukan kepada:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
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Lampiran 19. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) Perubahan
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Lampiran 20. Nota Tagihan

H PT. PUTRA ANJASMORO MANDIRI
o BadanHukum Nas:onal No _AI-IU-37365 AH 01 01 Tahun 2013

Tpam Voo i, Perindustrian,
§ n leaya Kusuma No. 13A jember Telp. (0331 ) 41 3292 HP 08123458248
Nomor : 006.A/PT.PAM/NT/12017 Jember, 05 Januari 2017
Lampiran : 1 bendel P
e b te Tagiimn Ytir. Manager Sarana PT. KA (Persero)
Daerah Operasi 9 Jember
JI. Dahlia No. 2
JEMBER
NOTA TAGIHAN

Diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perintah Kerja(SPK) Nomor : KM.201/V1/25/D.9-
2016 Tanggal : 29 Juni 2016 . PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember
hendaknya membayar kepada :

Nama . SUTRISNO K, SE

Jabatan . Direktur PT. Putra Anjasmoro Mandiri

Alamat : JI. Wijaya Kusuma No. 13A Jember

Nomor Rekening . 0306 46 1987 pada bank BNI Cabang Jember

Uang Sejumiah (bruto) . Rp 48.576.000,00

Terbilang . Empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah
Guna membayar . Pekerjaan : Cucian Lokomotif Di Wilayah Daop 9 Jember

Bulan Juli - Desember 2016
Terlampir © Rincian Nota Tagihan

Demikian nota tagihan ini untuk dapatnya segera terealisasi, terima kasih

Mengetahui/Setuju : Hormat kami,

Manajer Sarana PT.Putra Anjasmoro Mandiri
PT.KAI (Persero) Daop 9 Jember

SUTRISNO K. SE
J NIPP. 41331 Direktur
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Lampiran 21. Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.009-17.02475209

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT PUTRA ANJASMORO MANDIRI
Alamat : JL. WIJAYA KUSUMA 13 A RT. 03 RW. 21 JEMBER LOR , JEMBER
NPWP : 31.810.865.1-626.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. KERETA API INDONESIA

NPWP : 01.000.016.4-093.000

Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN Blok - No.01 RT:000 RW:000 Kel - Kec.- Kota/Kab.Bandung Jawa Barat 40117

Harga Jual/Penggantian/Uang

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak e Tommin
CUCIAN LOKOMOTIF
44.160.000,00
' | Ro44.160.000x1 ;
Harga Jual / Penggantian 44.160.000,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 44.160.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 4.416.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00
Sesual dengan ketentuan yang berlaku, Direkiorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini lelah ditandatangani
secara eleklranik sehinaaa tidak diperlukan tanda langan basah pada Faktur Pajak ini.
JEMBER, 07 Februari 2017
PPN TIDAK DIPUNGUT
BERDASARKAN PP
NOMOR 69 TAHUN 2015
SUTRISNQ K,SE
PEMBER!TAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faltur Pajak ins teiah diaparan ke Direktorat Jenderal Paiak dan 1 dadi q

telaih memparoleh persetujuan sesuei dengan kelentuan peraturan perpajakan yang beraku
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Lampiran 22. Formulir A13 A
/. KERETA AP! INDONESIA (Perserc)
>/PPP - DAOP 9 - JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG

LANGSUNG/JASA

Penyelesalan "} Pel

ama Rekanan | RK5114 /PUTRA ANJASMORO MANDIRL,

amat Rekanan | Jl. Wiaya Kusuma No 13-A Kemajuan

smor SPK:
nggal SPK: 131.12.2016
NO. KONTRAK NO.FAKTUR | DK GiL DESCRIPTION { i : KETERANGAN
ACCOUNT |
M.201A\/25/D.6-| 008 APT.PAMMN | D | 4112112150 Bbn Prwin Sarana Lok-Js 16.560.000 Biaya Cucian Lokomotif
h}| Th20 Lsg Perbaikan Tnp Jdwi/P8 Daop 2 Jember
D | 4112112150] Bbn Prwin Sarana Lok-Js 27.60G0.000
Lsg Perbaikan Tnp Jdwi/PB
¥ 12133000010] Utang PPh Pasal 23 883 200 ‘/
HUTANG VENDOR| 43276800 ¢
=MBER Tgt, 08 Februari 2017 Diketahui/Setuju
HA! IDIN
NIFPP. 42744 NIPP. 38166
13A /SAF /CMDAJROZ
ote :
DR 0

lumiah Yang Harus Dibayar IDR 43.276.800
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Lampiran 23. Surat Perintah Pembayaran (A9)

KERETA AP}
B090-DAOP 9 - JEMBER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)
No. P.O 4 No. SPP : 314497/A9/02/2017
Tgl. PO : Tgl. SPP :08.02.2017
No.iTgl. BA/ Log TR: No. RKAD :
No. Dokumen : 1500004512 / Tgl. RKAD
No. Ref. Dok : 1900004512-2017 Rekening F
Tg!. Dok :31.61.2047 Jenis T ksi : Pembay Kepada P k v
Kode Lokasi : B09O
Cost Center H
JEMBER. 08.02.2017

mbuat PP

sitt DJAH
NIPP : 38166
Harap Saudara bayarkan / pindah bukukan uang :
Sebesar :43.276.800 IDR
Terbilang 1 EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUK ENAM RIBU DELAPAN RATUS IDR
Kepada : PUTRA ANJASMORQ MANDIRI, PT (RK5114)
{Nama di rekening =PT. Putra Anjasmoro Mandiri)
Alamat - Ji. Wijaya Kusuma No.13-A Jember
No. Rekening : 0306461987
Bank :BNI-
Alamat Bank =
Unfuk Pembayaran : Biaya Cucian Lokomotif di wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember2016
, 08.02.2017
Fiatur:
Catatan Pembayaran : Catatan Penerimaan ;
Telah diterima vang sejumiah -
Jumiah Pembayaran E: 43.276.800 IDR
Jumiah Potongan Denda - IDR
Jumiah Yang Dibayarkan 43.276.800 IDR
Catatan Perpajakan NPDACC
2% Jasa kebersihan atau cleaning service
Catatan Perbendaharaan

& Printed #00001 from SAP by CMDAJRO3, 08.02 2017 12:23.34
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Lampiran 24. Bukti Pemotongan PPh 23

LemBar ke-1 untuk | Waph Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembar ko3 untuk ; Pemotong Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP PRATAMA JEMBER

. BUKTI PEMOTONGAN FPh PAS

NOMOR : 000001 / PPHZ3 / 1l / KAl DAOPS / 2017 E

NPWP 3 -[814010]) -[8]6(5]-1]-(eTzTe] - [efof0]
Nama : [PITI.IPIUTTIRIA] TAIN[J[A[SIm[o|RIO] TwTATNIBTIIRITT T T |
Alamat JITLI L IWIIIJTATYTIA] [KIU[STUIMIA] [INJO].T13]A] TJTETMIBTETRI
T T T Jomiah Penghasiian | Tarit Lebih Tinggi | Tarit - | Pajak yang:
L No Penghasifan : Bruto . A% (Tdk ber | (%) i
st : Sl ARpY . NPWP) e i
{1} (2) i3) (4) i8)
i Dividen *) 5%
E Bunga ™) 5%
3. | Rovalti ookl 5%
4 Hadizh dan Penghargaan 15%
5. Sewa dan Penghasilan lain F
penggunaan harta ") 2%
&, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, i
Jasa Konsultasi dan Jasa Lain
sesual PMK-244/PMIK.03/2008 it i :
| a. Jasa Teknik 5 oI, e ; S
I b. Jasa Manajemen A 2% ey
¢. Jasa Kensultan 2% _ }
d. Jasa Lain : il i : : i
1) Jasa Perawatan / Pemeliharaan 44.160.000 2% |  ssa200
3) | 2%
4) A\ U ! 7%
5) T T |
i 8) LEET
—
JUMLAH 883.200 \/
Tty OO i i SO o e s s . , ]
Perhatian : Jember, Tanggal 08 Februari 2017
1. Jumiah Pajak Penghasitan Pasal 23 B
yang dipatong di ataz merapakan Pemotong Pajak.
Pajak P S -
yang torutang untuk tatwn pajak wewe: [017]-[0]0]e]-(0]31¥) - (4] -[eT2T¢]-[e]o]1]
bersangladan, Simpantal buidi
f'n?uuumﬁmm-an. Nama : [P]T | . [K[E[RJE[T]A] [AJPII] (TN Djo[NJE[S]I]A]
pernitungkan sebagai kredst pajak.
2. Bukil Pernungutan ini dianggap sah
apabila dilsi dengan lengkap dan
benar.
9 Tidak tenmasuk dividen kepada WP Osang Pribadi dajam negeri
2 Tidak bunga yany oleh kop
kepada anggots WP Orang Pribadi
b | Kecuall sewa tanah dan bangunan
-y Apabile jurang harap diisi sendir
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Lampiran 25. Surat Setoran Pajak PPh 23

KEMENTERIAN KEUANGAN RI | SURAT SETORAN PAJAK AR 1
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK ( SS P) ke

NPWP : log1]| lojoyo] oy1y6] [4] ley2y6] [ojoy1]

Diisi sesuai dangan Nomor Pokok Wajib Pajak yarg dimiiki

NAMA WP :  KERETA APIINDONESIA (PERSERQ

ALAMAT WP DN NG,2 SEMEERNORMEMAERE. ... D .. ... cincesionos s A s

B S

NOP - logof logof |ojoy0]| [oj050] [ojoj0f [oj0050] [of

Diist sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

I4|1l1|1|2|4[l1[o|4l ............................ LTI o e (R G . oy SRR, SR R
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des Tahun Pajak
2j0)1]7
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi tahun pajak

Nomor Ketotapan :Lojojojoqo]slojojo]slogofrlojogo]ilogo]

Diisi sasuai Nomor Keletapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp.4.922.625.00 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :  ==.Empat.Juta.Sembilan Ratus.Qua Puluh Dua Ribu. Enam Ratus. Dua Pulsh Lima BUR@h. Z2.......c. e

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal .18 Mar. : JEMBER, tanggal.. 08.Mar.201.7....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Nama Jelas : HEN|MARYANL

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor P
Kode Billing : 117030425609113

NTPN : 4D46781S2C4BGH29

NTB © 000000598866

Tanggal dan Jam Bayar  : 08/03/2017 06:50:18

F.2.0.32.01 “Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak,

melaiui surat Direktorat Peraturan Perpajakan [ No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012*
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Lampiran 26. Bukti Penerimaan Surat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
D!REKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH -

KANTOR PELAYANAN PAJA]

Telepon : racsimile :
| BUKT! PENERIMAAN SURAT |
Nomor : 5-01013 173 12 /k9.G703) 201
N KERETA APT THDONESIA (PERSERD) :,p.\;vpp S OL.000.016.4-426.601
Alamat JL. MAHLIA 0. 2 JEMDER Lo i 0L.000.016.4- 624,001
Ms/Thn Pajak : 71701
Jenis Pajak 1 697 fiagq PO Pasal 23/ )

$PT Hanual

Status : Kurang dayar
Bilal @ 4.572.425,00/ 100
Pembetulan : Hormal

Diterima langsung.(Lokal) I o
Tgl. Terima : 09-03-261)

KP. PDIP 3.16 - 96
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